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MOTTO 

 

 

  ۙ ٌْنَ  ِ رَبِّ الْعٰلمَِ ًْ لِِلّه ًْ وَمَحٌْاَيَ وَمَمَاتِ ًْ وَنسُُكِ  قلُْ انَِّ صَلََتِ

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam”. (QS Al-An‟am Ayat 162) 
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi kosakata berbasaha Arab yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

mengacu pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang diterbitkan berlandaskan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI tahun 1987. 

Pedoman yang dimaksud ialah sebagai berikut 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

 Wau W We و
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 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

ٌ Ya Y Ye 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ـَ

 Kasrah i I ـِ

 Dammah u U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ٌْ  Fathah dan ya ai a dan u 

 Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  مَزتََ  -

 fa`ala  فعََوَ  -

 suila  ظُئِوَ  -

ُْفَ  -  kaifa  مَ
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 haula حَىْهَ  -
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ي.َ..

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قَبهَ  -

- ً ٍَ  ramā  زَ

ُْوَ  -  qīla  قِ

 yaqūlu  ََقىُْهُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl زَؤْضَخُ الأطَْفَبهِ  -
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زَحُ  - ْىََّ َُ ََْْخُ اىْ دِ ََ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah اىْ

 talhah    طَيْحَخْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

هَ  -  nazzala  ّصََّ

 al-birr  اىجسِ   -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اه, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُوُ  -  ar-rajulu  اىسَّ

-  ٌُ  al-qalamu اىْقَيَ

طُ  - َْ  asy-syamsu اىشَّ

 al-jalālu اىْجَلاهَُ  -
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu رأَخُْرُ  -

 syai‟un شَُئ   -

 an-nau‟u اىَّْىْءُ  -

-  َُّ  inna ئِ

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

-  َِ ُْ اشِقِ ُْسُ اىسَّ َُّ اللهَ فَهُىَ خَ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ ئِ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

سْظَبھَب - ٍُ جْسَاھَب وَ  ٍَ ٌِ اللهِ   Bismillāhi majrehā wa mursāhā ثِعْ

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku 

dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

Contoh: 

-  َِ ُْ َِ دُ للهِ زَةِّ اىْعَبىَ َْ  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  اىْحَ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-  ٌِ ُْ حِ ِِ اىسَّ حَْ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   اىسَّ



xiii 
 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

-   ٌ ُْ  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفىُْز  زَحِ

ُْعبً - َِ ىْزُ جَ ٍُ ِ الأُ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِلّ

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah/sebuah lembaga dalam menyampaikan 

informasi kepada para pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik. Sedangkan Akuntabilitas diasumsikan sebagai suatu kewajiban pihak 

pemegang amanah untuk memberikan menyajikan, pertanggungjawaban, mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi 

amanah yang mana hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Transparansi dan Akuntabilitas sangat dibutuhkan oleh Lembaga zakat seperti BMH, 

sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada semua pemangku kepentingan zakat, dari 

semua pihak yang terkait dengan lembaga tersebut kepada muzakki, masyarakat dan 

negara. Sebuah organisasi zakat dituntut agar lebih transparan dan akuntabel dalam 

melakukan laporan penggunaan dana yang mereka peroleh dari para muzakki. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui implementasi transparansi dan akuntabilitas pada 

Lemabaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakila Jawa Tengah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif. Adapun narasumber dalam penelitian ini merupakan amil 

dari Lemabaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakila Jawa Tengah. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari data 

internal lembaga profil lembaga, standar operasional prosedur lembaga, laporan keuangan 

dan beberapa studi pustaka. 

Hasil menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah Kabupaten Kebumen secara tidak langsung sudah 

cukup baik dalam menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan 

zakat yang telah lembaga tersebut kelola, walaupun dalam pelaporan keuangannya untuk 

para pemberi dana atau muzakki masih belum maksimal, karena belum satu bulan sekali 

dan untuk website resmi masih mengikuti dari BMH pusat. 

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, LAZNAS BMH 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Muslim di Indonesia memiliki populasi penduduk terbesar di dunia dan Agama isIam 

mutlak bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt
1
. Di daIam Agama islam 

semua terukur dan teratur dalam suatu aturan yakni alquran dan alhadist. Salah satu rukun 

iman yang terukur dan teratur adalah Zakat, Tak diragukan lagi fungsi dan tujuan zakat yakni 

membersihkan harta yang kotor serta mengalokasikan hak kepada orang yang berhak sesuai 

dengan tatacara ketentuan Allah SWT oleh muslim
2
. Eksistensi zakat sebagai rukun Iman ke 

tiga sangat penting mengingat manusia merupakan makhluk sosial, dalam lini berkehidupan 

bermasyarakat, Islam mengatur segala tatacara dalam zakat. 

Allah berfirman dalam surat At-taubah ayat 60. 

 ٍْ َِ وَفِ ُْ ٍِ قَبةِ  وَاىْغَبزِ ٌْ وَفًِ اىسِّ إَىَّفَخِ قيُىُْثهُُ َُ ُْهَب وَاىْ َِ عَيَ ُْ يِ ٍِ ِِ وَاىْعَب ُْ عٰنِ ََ دقَٰذُ ىِيْفقُسََاۤءِ وَاىْ ب اىصَّ ََ اَِّّ

  ٌ ُْ ٌ  حَنِ ُْ ُ عَيِ ِ وَۗالِله َِ الِله ّ ٍِ َْضَخً  وِۗ فَسِ  ُْ ِِ اىعَّجِ ِ وَاثْ ُْوِ الِله  ظَجِ

Artinya:”Sesungguhnya zakat ialah hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha 

bijaksana”.(Q.S. At-taubah:60) 

Zakat yaitu suatu kewajiban bagi pemeluk agama islam bagi kaum muslim yang 

mampu, yang berdasarkan syariat agama Islam, zakat berperan sebagai ibadah amaliyah 

yang termasuk ke aspek sosial, berperan sebagai aturan berkehidupan sebagai umat dalam 

hal ini berhubungan dengan Tuhan serta dalam berhubungan dengan sesama umat manusia. 

                                                           
1
https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-

muslim-terbesar-xmo8a. Di akses tanggal 10 oktober 2022. 

2
 Adiwarman Karim, “Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 1   

https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a
https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a
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Oleh karena itu, zakat mempunyai kegunaan secara vertikal dan horizontal sebagai bentuk 

takwa kepada Allah begitu pula sebagai bentuk kepedulian sosial bagi sesamanya
3
. 

Berdasarkan pendapat ulama Salaf dan Khalaf, pelaku yang mengingkari hukum zakat 

mampu mengakibatkan terkena hukum kufur
4
. Sebagai lembaga jaminan sosial zakat 

memiliki Peranan sosial. Dalam hal ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan 

pendapatan, mengurangi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan terhadap golongan 

kaya dan miskin.
5
 

Zakat dikategorikan sebagai zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang berarti zakat 

mal (harta) dalam hal ini: emas, perak, barang perniagaan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan 

(buah-buahan dan biji-bijian). Zakat nafs, zakat jiwa atau yang biasa disebut “zakatul fitrah” 

(zakat yang dibagikan setelah menyelesaikan puasa yang diwajibkan). 
6
Di era modern ini, 

beragam jenis zakat mal diikuti dengan perkembangan profesi yang berkembang. Pola 

manajemen yang efektif dibutuhkan untuk mengikuti Perkembangan di era modernisasi 

seperti zakat produktif, dan ragam saluran pendistribusian zakat. Hal ini dilakukan guna 

mengikuti perkembangan zaman modernisasi, dibutuhkan skema perhitungan pengelolaan 

zakat yang efektif, akurat (berdasar dengan mustahik zakat) yang mana lebih di prioritas kan 

terhadap lingkungan sekitar lembaga amil zakat lebih dahulu. 

Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai manajemen zakat 

di Indonesia, dalam rangka mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna, sesuai dengan syariat 

isam zakat harus dikelola secara melembaga
7
. Pengelolaan zak3at adalah segala aktivitas  

perencanaan, perwujudan, dan sistem dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. Dalam kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia, negara mengelola 

                                                           
3 Ari Kristin,” Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah”, 

Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2015, h. 2. 

4 Muhammad Aziz, “Prinsip Pengelolaan Zakat Al-Quran (Kajian Pada Surat Al-Taubah Ayat 103, 

Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)” Dalam AL HIKMAH, (Lahat: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah 

dan Penerbit STIT YPI Lahat) Vol. 5 No. 2/ September 2015, h 13 

5
 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 304.  

6
 Hasbi Ash-shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009 ), h. 7-8 

7
 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1 
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badan amil zakat dimana lembaga amil zakat swasta ikut turut andil didalam kegiatan 

pengelolaan zakat. 

Didalam Agama Islam, hakikat Konseptualisasi kesejahteraan spiritual mencakup 

konstruksi dua dimensi yang terdiri dari dimensi vertikal dan horizontal. Agama sebagai 

dimensi vertikal menunjukkan kesejahteraan individu yang berhubungan dengan Allah. 

Sebaliknya, dimensi horizontal berkaitan dengan wijen manusia, seberapa baik seseorang 

menyesuaikan diri dengan kelompok dan lingkungan
8
. Islam telah menawarkan tatacara 

pengelolaan zakat atas kepastian kesuksesan dana zakat sebagai dana umat. Dalam kegiatan 

zakat, Rasulullah S.A.W telah mengutus tugas tersebut dengan mendelegasikan amil zakat. 

Pendelegasian amil bermaksud sebagai zakat bukan dikelola perorangan, melainkan dikelola 

terorganisir oleh sekelompok orang.
9
 

Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar 

didunia, menurut hasil penelitian tim Baznas dan FEM IPB 2011 mengatakan bahwa potensi 

zakat nasional mencapai 217 triliun. Potensi yang tinggi zakat dapat digunakan untuk 

menghadapi permasalahan sepertihalnya kemiskinan. Namun, dalam proses manajemen zakat 

terdapat kekurangan terhadap kebijakan lembaga pemangku zakat yaitu, terdapat organisasi-

organisasi pengelola zakat (OPZ) tumpang tindih karena program pemberdayaan, 

pelaksanaan program dengan minimnya kemitraan, tidak akurat terhadap data mustahik, tidak 

visioner program pemberdayaan yang diajukan mustahik, terkadang program pemerintah 

berbenturan. Usaha untuk memaksimalkan jumlah pelaku zakat tidak boleh dianggap remeh 

terhadap masyarakat. Pelaksanakan beragam urusan zakat butuh dikuatkan supaya tidak 

menciptakan prasangka-prasangka negatif perihal institusi zakat.
 

Tingkat kepercayaan 

masyarakat yang rendah terhadap BAZ diikuti dengan tingkat kepercayaan yang tinggi 

                                                           
8
 Arif Afendi dan Abdul Ghofur, “Spiritual Well-Being and Religious Commitment in Explaining Customer 

Satisfaction and Loyalty in Sharia Banking” Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2021, h. 102. 
9
 Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar” Dalam Al-

Ijtimayyah, (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), Vol. 1, No. 

1/Januari-Juni 2015, h. 9.   
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terhadap LAZ di ungkap berdasarkan hasil survei Jurnal penelitian konsep sentralisasi 

pengelolaan zakat dalam Pemberdayaan ekonomi umat .
10

 

Dalam mengatur manajemen zakat dibutuhkan adanya tugas organisasi atau lembaga 

pengelola zakat, yang berperan tidak hanya menyalurkan harta saja melainkan memanajemen 

pula dan memberdayakan perekonomian masyarakat lebih diupayakan. BAZ dan LAZ 

merupakan dua organisasi pengelola zakat yang disahkan oleh pemerintah indonesia. Kedua 

organisasi pengelola zakat bukan semerta hanya didirikan oleh pemerintah saja, akan tetapi 

banyak masyarakat mendirikan organisasi pengelola zakat, didalam pengelolan zakat di 

lembaga zakat pemerintah maupun swasta memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

prinsip Transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan di lembaganya, agar lembaga tersebut 

mempuyai kredibilitas, tanggung jawab dan kepercayaan dari para muzakki dan 

mustahiknya.
11

Pengorganisasian (Organizing) dilakukan dengan tujuan membagi 

kewenangan dalam hal ini tugas/kegiatan dengan sekala yang lebih kecil, sehingga apa yang 

diharapkan oleh organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif dan efesien. Hal ini penting 

dimana pengorganisasian memiliki pran yang strategis dalam mengembangkan sumber daya 

insani.
12

 

Akuntabilitas yaitu segala aktivitas yang memiliki kewajiban dari pihak pemegang 

amanah (Lembaga) seperti membagikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan 

mengutarakan semua aktivitas lembaga. Transparansi yaitu keterbukaan dari lembaga 

berkaitan dengan informasi maupun dana yang terkait dengan suatu aktivitas kepada pihak 

pemberi amanah maupun publik. Salah satu cara guna mengoptimalkan akuntabilitas serta  

transparansi pada lembaga zakat, agar sesuai standar sistem kinerja lembaga pengelolaan 

zakat yang baik adalah, mewujudkan amanah yang sudah diberikan kepada muzakki dengan 

standar akuntabilitas pengelolaan yang sudah menjadi patokan dari IAI, bersikap dan 

                                                           
10

Yuni Sadarwati, Widya Ws, “Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Umat”, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik,(Jakarta: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, 

Pusat Penelitian Keahlian DPR RI dan Penerbit P3I SET JEN DPR RI), Vol 2, No. 1/Juli 2011, h. 560.   
11

 Rizky Gita S. P, “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Aakuntabilittas Keuangan 

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar”, Skripsi Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2017, h.3. 

12
 Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan  Wakaf di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara” Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2014, h. 45. 
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bertugas secara profesional guna lancarnya pelaksanaan program. Transparansi dengan 

mewujudkan transparansi informasi di sebuah lembaga berkaitan dengan dana ataupun 

program kepada para muzakki maupun publik.
13

 

Pelaksanaan transparansi merupakan hal penting sebagai bentuk kebebasan aliran 

informasi dalam berorganisasi, transparansi berfokus mengenai terbukanya akses untuk 

masyarakat mengenai semua informasi yang berkaitan dengan segala kegiatan yang 

membahas keseluruhan prosesnya terhadap sebuah manajamen sistem informasi khalayak 

Umum. Tersedianya informasi yang transparan tersebut akan lebih memudahkan kontrol 

sosial dari warga, Akuntabilitas sangat diperlukan oleh LAZ dan BAZ sebagai bentuk 

pertanggung jawaban kepada semua pelaku kepentingan zakat, dari semua pihak yang terkait 

dengan lembaga tersebut kepada muzakki, masyarakat dan negara. Tuntutan lebih transparan 

dan akuntabel akan sebuah organisasi zakat melakukan laporan aplikasi dana yang mereka 

peroleh dari para muzakki.
14

 

Bagi para muzakki, keberadaan BAZ dan LAZ akan sangat membantu  muzakki 

untuk alokasi zakat yang sudah diwajibkan kepada mustahiq, dengan lebih mudah, tidak 

beresiko akan adanya kecelakaan ketika dibagikan, pemberian dana zakat juga akan lebih 

bermanfaat sebagai mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Menunaikan zakat dan 

berinafaq melalui BAZ dan LAZ juga mampu menghindarkan muzakki dari riya‟ akan para 

mustahiq. Tetapi beberapa para muzakki masih mempertanyakan eksistensi BAZ atau LAZ, 

perihal alokasi zakat kepada yang berhak. Disamping para muzakki banyak berkeinginan 

akan membagikan zakat terhadap yang berhak secara langsung. Hal tersebut menunjukan 

bahwa harapan manajemen zakat yang lebih baik lagi dari sebagian besar muzakki. Maka 

dari itu pengelola zakat khususnya BAZ dan LAZ  dituntut profesional dan transparansi 

terhadap melaporkan dan menyalurkan dana zakat yang tepat sasaran, berdasar kebutuhan 

masyarakat melalui program-program yang menarik dan sesuai. Berdasarkan masalah 

tersebut menunjukan para muzakki sangat memerlukan tingginya kepercayaan terhadap 

manajemen zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari BAZ dan LAZ. timbulnya Kepercayaan 

                                                           
13

 Kharunnisa R.H, “ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat teradap minat 

Muzakki”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019, h.5.      

14
 Ibid 
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tersebut dapat terjadi yang mana pihak pengelola ZIS dapat menyediakan kinerjanya yang 

baik serta membuktikan akuntabilitas kebenaran pengeloaannya, transparan dan profesional, 

agar muzakki percaya akan memberikan zakat ke lembaga tersebut.
15

 

Lembaga Amil Zakat Nasional  Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan 

lembaga amil zakat berskala nasional yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infak, 

sedekah, kemanusiaan dan CSR perusahaan, dan melakukan alokasi lewat program 

pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi secara nasional. Pada tahun 2001 Menteri Agama 

telah Melegalkan yangmana mengkukuhkan BMH sebagai Lembaga Amil Nasional dengan 

SK MENAG NO. 538 tahun 2001. Sampai Sekarang BMH sudah memiliki 32 cabang kantor 

perwakilan dan 50 Unit Pengimpunan Perwakilan (UPP) di seluruh Indonesia dari Sabang 

sampai Merauke, termasuk didalamnya BMH Perwakilan Jawa Tengah yang tidak dapat 

terpisahkan dari progres BMH sampai saat ini. Kini kiprah BMH telah tersebar di 33 Provinsi 

dan semakin melesat dan semakin mengkukuhkan langkahnya untuk memberikan 

kemudahan terhadap masyarakat dalam melaksanakan serta meningkatkan dana Zakat, Infaq, 

Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) lewat program pendidikan, dakwah, Ekonomi dan sosial 

Kemanusiaan.
16

 

Hadirnya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa tengah merupakan 

bentuk pengabdian dari BMH dalam mengoptimalkan dan mengumpulkan dana ZIS umtuk 

mensejate  rakan Masyarakat Jawa Tengah Khususnya Kota Semarang. Prestasi yang BMH 

peroleh , salah satunya BAZNAS AWARD sebagai LAZNAS dengan pendistribusian ZIS 

terbaik pada tahun 2020, Penghargaan rekor muri akan program bantuan tas dan alat sekolah  

serentak terbanyak dan terluas seluruh Indonesia tahun 2014, The best growth fundraising 

dari IMZ Award 2010 dan banyak lainnya
17

, dengan begitu banyak penghargaan yang 

diproleh BMH, baik dari BMH  pusat, perwakilan maupun daerah, maka dari itu timbul 

pertanyaan Apakah BMH sudah memiliki Akuntabilitas yang sangat baik?, termasuk salah 

satunya BMH perwakilan Jawa Tengah. 

                                                           
15

 Harian Pelita. 2012. Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat. Artikel Agama dan 

Pendidikan, di Publikasikan. Edisi Rabu, 8 Februari 2012. www.pelita.or.id/kontak.php. Diakses 25 Agustus 2022. 

16
 https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/ 

17
 Proposal BMH Santunan Sembako untuk Warga Dhuafa Terdampak COVID-19 Bersama Wali Kota 

Malang. 
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Sebagai bukti pengelolaan zakat yang dapat dipertanggung jawabkan, LAZNAS 

Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Tengah bersedia mempublikasikan laporan 

keuangannya, namun laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan bentuk laporan 

keuangan konsolidasi seluruh BMH di Indonesia, belum didapati apakah lembaga ini 

mempublikasikan laporan keuangan dan program secara tersendiri serta melakukan audit 

eksternal sebelum digabung dengan bentuk laporan secara nasional untuk dipublikasikan 

kepada Muzakki dan kepada yang berhak. Berdasarkan dari hal itu, maka penulis tertarik 

ingin menulis skripsi yang berjudul, “Analisis Implementasi Akuntabilitas dan 

Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 

Perwakilan Jawa Tengah” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dan upaya penelitian 

sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Akuntabiltas pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul 

Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah? 

2. Bagaimana Implementasi Transparansi dana pada Lembaga Amil Zakat Nasional 

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Implementasi Akuntabiltas pada Lembaga Amil Zakat Nasional 

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah? 

b. Untuk mengetahui Implementasi Tranparansi dana pada Lembaga Amil Zakat 

Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis  

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terkhusus 

mengenai Akuntabilitas Lembaga zakat dan peran instrumen pemahaman mendalam 

tentang sistem Tansparansi dana zakat pada lembaga amil zakat. 
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b. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan terkhusus terhadap akuntabilitas dan transparansi dana pengelolaan 

zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidaytullah Perwakilan Jawa 

Tengah serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

D. Tinjauan Pustaka 

Permasalahan mengenai akuntabilitas dan transparansi dana sudah banyak diulas 

dalam berbagai karya tulis ilmiah, namun masih banyak yang belum menerapkan 

akuntabilitas keuangan yang baik melalui standar yang ada yakni PSAK NO. 109, sejauh 

penelusuran peneliti salah satumya Rizky Gita (2017) tentang “Analisis Implementasi 

prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat 

Kota Blitar” dan hasil penelitiannya, Badan Amil Zakat Kota Blitar telah 

mengimplemntasikan transparansi dalam pengelolan zakat yang mereka kelola zakat yang 

sudah mereka himpun akan dicatat melalui laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran 

keuangan selama periode 2016. Laporan tersebut yang telah dicatat selalu didistribusikan 

kepada para muzakki atau donatur setiap bulannya, akan tetapi dalam penelitian yang 

penulis teliti merasa masih dirasa kurang, karena belum adanya web resmi dari lembaga 

yang ditelitinya karena justru dirasa lebih memudahkan dalam melaporkan manajemen zakat 

dari lembaga tersebut kepada para muzakki. Dari prinsip akuntabilitas juga telah 

mengimplementasikan akuntabilitas di lembaganya, dengan tersedianya kesesuaian antara 

pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang tersedia di lembaga tersebut, tetapi 

laporan keuangan yang dibuat masih belum sesuai dengan standar PSAK NO. 109 perihal 

akuntansi zakat. Oleh karena itu laporan keuangan yang mereka buat dianggap belum 

lengkap dan sederhana dalam hal ini hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran 

zakat
18

 

Sedangkan penelitian oleh Umi Nur Fadilah (2018) “Akuntabilitas Pengeloaan Zakat 

di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro”. Menurutnya 

akuntabilitas dari lembaga tersebut sudah memenuhi aspek akuntailitas melalui publikasi 

                                                           
18

 Rizky Gita S. P, “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Aakuntabilittas Keuangan 

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar”, Skripsi Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2017. 
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laporan keuangan kepada publik lewat majalah Swadaya dan laporan langsung kepada para 

donaturnya melalui pesan singkat (SMS), disebut telah memenuhi sistem akuntansi lembaga 

nirlaba umum yang telah berlaku umum dan sistem pengendalian internal. Laporannya juga 

dinilai tepat waktu, lembaga tersebut melakukan laporan secara dua waktu, yaitu secara 

bulanan dan tahunan, lembaga tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan, dari kantor 

cabang kemudian diperiksa oleh kantor pusat, setelah itu dilakukan audit oleh kantor 

akuntan.
19

 

Penelitian yang telah dilaksanakan Muhammad (2011) , “Akuntabilitas Keuangan 

pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta “, Berdasarkan 

objek penelitian, diketahui adanya tiga karakter organisaasi Organisasi Pengelola Zaka 

(OPZ) yakni organisasi bentuk BAZ yang didirikan oleh pemerintah, LAZ yang didirkan 

oleh masyarakat, dan BMT yang didirikan dari sekelompok masyarakat yang sudah 

berbentuk badan hukum. laporan keuangan memiliki 3 bentuk cara dalam penyusunan. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui sistem akuntansi dan pengendalian internal ang 

layak dan baik Belum dimiliki oleh semua OPZ. Namun semua OPZ sudah melakukan 

akuntabilitas publik dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat
20

.  

Sedangkan Fatmawati (2016), “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam 

Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung” berdasarkan penelitian ini 

Penerapan prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung ada beberapa aspek, aspek 

kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, laporan berkala dan  laporan tahunan. Namun 

sumber data manusia memiliki kendala dalam implementasi perihal prinsip transparansi di 

BAZ Kota Bandung, belum tersedia dana khusus agar sarana dan prasarana media publikasi 

untuk BAZ Kota Bandung, terdapat masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 

Tahun 2011.
21
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 Umi Nur P. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut 

Tauhid Kota Metro”, Skripsi Istitut Agama Islam Negeri Metro, 2018. 

20
 Muhammad Rifqi. Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia: Jurnal Akuntansi dan Investasi, 2006. 
21

 Fatmawati, Evi, et al.  Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan 

Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung. Universitas Islam Bandung: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2016. 
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Penelitian yang dilkaukan oleh Dessy (2018) “Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi 

Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya”, Secara keseluruhan akuntabilitas MAS sudah 

sangat baik disebabkan karena akuntabilitas yang dihasilkan sudah terdokumentasi dan 

sesuai dengan SOP yang ada serta ditunjukkan kepada jamaah sebagai principle bahkan 

melibatkan secara langsung dalam beberapa aktivitasnya dan juga pertanggungjawabannya 

sudah dilaporkan kepada Pemprov Jawa Timur. Namun masih ditemukannya kelemahan 

dimana direksi dan Gubernur tidak bisa memberdayakan internal pegawai untuk berada pada 

posisi kabid keuangan sehingga kabid keuangan berasal dari pihak eksternal organisasi, 

dengan usia pensiun serta memiliki rangkap jabatan di organisasi lain yang bisa 

mengganggu kinerjanya di masjid karena tidak fokus.
22

 

Andi shinta azhary (2019) “Akuntabilitas Dan Transparansi Penggelolan Zakat Pada 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar”, Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai akuntabilitas dan transfaransi 

penggelolaan zakat Pada akuntabilitasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota 

Makassar menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya menerima zakat dan menyaluran 

zakat pada masyarakat yang memang berhak mendapatkan dan membutuhkannya. Dan 

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai pengelolahan zakat. Pada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar telah melakukan transparansi pada 

pengelolahaan zakat.
23

 

Suharji Sulaiman (2021) “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat 

Di Kota Makassar” dapat disimpulkan bahwa keterbukaan Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Makassar yakni dengan melakukan pelaporan kegiatan dengan rinci, pemeriksaan badan 

pemeriksa keuangan Negara, dan laporan penerimaan zakat serta pengeluaran zakat. 

Sedangkan masyarakat dalam hal ini sebagai muzakki penyetor zakat kurang mendapatkan 

informasi sehubungan dengan keterbukaan dalam mengelola zakat. Serta keterbukaan dalam 

pelayanan Badan Amil Zakat Nasional memberikan segala upaya dalam memudahkan 

                                                           
22

 Dessy Noor Farida, et al. “Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya” 

Jurnal economica uin walisongo, Semarang, 2018. 
23

 Andi shinta azhary, “Akuntabilitas Dan Transparansi Penggelolan Zakat Pada Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Kota Makassar”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. 
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masyarakat khususnya dalam hal ini ASN dengan memberikan kemudahan bekerja sama 

dengan Pemerintah Kota dan perpajakan untuk memudahkan akses penyetor.
24

 

Skripsi Rudi Yulianto (2015) “Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Tangerang Tahun 2015”. Skripsi ini, membahas permasalahan 

pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang tahun 

2015. Secara mendetail, 10 mengurai permasalahan dan sistem pengelolaannya. Peneliti 

menarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 

Tangerang telah baik, sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat yang ditentukan oleh 

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011.18Peneliti dalam hal ini setuju dengan hasil 

penelitian tersebut, pengelolaan zakat dapat dikatakan baik apabila telah sesuai dengan 

Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tahun No. 23 tahun 2011. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada kajian penelitian yaitu pengelolaan 

zakat, serta perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Fokus 

penelitian ini pada skripsi adalah pengelolaan zakat, sedangkan fokus penelitian yang 

peneliti garap saat ini adalah akuntabilitas pengelolaan zakatnnya, yaitu kejelasan fungsi dan 

manajemen yang efektif dan efesien pengelolaan zakat.
25

 

Hetty (2020) “Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam 

Perspektif Shari‟ah Enterprise Theory (SET)” Berdasarkan hasil dan pembahasannya yaitu 

akuntabilitas tidak hanya menyangkut aspek fisik yang bersifat kuantitatif saja tetapi tidak 

kalah penting aspek spiritual dan mental. Akuntabilitas yang hanya melibatkan aspek fisik 

saja cenderung bebas nilai sehingga penilaiannya hanya untung/ rugi secara material dan 

cenderung kurang humanis. Agar tidak bebas nilai, aspek fisik tersebut harus ditunjang 

dengan aspek mental dan spiritual.
26

 

Mohamad Alfi (2017) “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi 

Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)” berdasarkan penelitian yang dia 

                                                           
24

 Suharji Sulaiman, “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar”, 

Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. 
25

 Rudi Yulianto, “Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggerang 

Tahun 2015” Skripsi IAIM NU Metro tahun 2015. 
26

 Hetty Hikmaningsih dan Bambang Agus Pramuka, “Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan 

Sedekah Dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory (SET)”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) 

Volume 22 No 9 Tahun 2020. 
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dapatkan bahwa Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya dilihat dari pengelolaannya 

yang berupa penertbitan bulletin setelah ramadhan yang memuat segala bentuk kegiatan 

serta dilihat dari pelaporan yang bersifat publik yang ada di website yang memuat 112 dari 

hal laporan dan kegiatan, serta adanya kerterbukaan dengan mitra dan Muzakki dalam 

kegiatan dana yang didapat yang di muat dalam grup media sosial seperti Whatsapp. Prinsip 

transparansi tersebut terlihat melalui keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan kepada 

instansi berwenang yang ikut serta dalam intergrasi pengelolaan zakat. Hal ini menjadi dasar 

bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri bersifat terbuka dalam pengelolaan 

zakat melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses 

pelaksanaan kegiatan dengan transparannya pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.
27

 

E. Metodelogi Penelitian  

1. Metode, Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Metode Penelitian  

Penulis menerapkan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode 

kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berasaskan terhadap filsafat post 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.
28

  

b. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian lapangan (field research) yakni sebuah penelitian lapangan, 

dikerjakan dalam masa kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang diimplementasikan secara langsung dilingkungan masyarakat tertentu, 

maupun di lembaga-lembaga pemerintah. 

c. Sifat Penelitian  

Menurut sifatnya, penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang akurat dan 

lengkap terhadap suatu situasi. Penelitian deskriptif yang peneliti maksud yakni 

penelitian yang mendeskripsikan mekanisme dalam membahas dan meneliti 

bagaimana Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada Lembaga Amil 

Zakat Nasional BMH Perwakilan Jawa Tengah. 

                                                           
27

 Mohamad Alfi, “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli 

Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2017. 

28
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2016, h.10. 
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2. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi, mencakup akan objek atau subjek 

yang memiliki kualitas dan karateristik-karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari lebih dalam dan kemudian diambil kesimpulan.
29

 Populasi yang 

ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini yaitu seluruh Amil Laznas BMH 

Perwakilan Jawa Tengah. Diantaranya ketua Perwakilan, sekretaris lembaga, kepala 

divisi keuangan lembaga dan ketua devisi sebab mereka memahami seluruh informasi 

yang ada di Laznas BMH perwakilan jawa tengah. 

b. Sampel  

Sampel merupakan instrumen dari populasi yang dipilih subjek penelitian 

sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Pengambilan sampel dipilih dari 

pertimbangan-pertimbangan peneliti yang berhubungan dengan kebutuhan 

memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai akan tujuan atau 

permasalahan yang diteliti
30

. Teknik pengambilan sampel terhadap proses penelitian 

kualitatif, pemilihan sampel menerapkan sistem purposive sampling. Purposive 

sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini, dimisalkan orang yang dianggap paling tahu 

mengenai apa yang kita inginkan, atau barangkali sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menelaah objek atau keadaan sosial yang sedang diteliti. 

Pemilihan sampel penelitian ini yaitu ketua perwakilan, kadiv keuangan, dan staff 

administrasi. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.
31

 

Data primer penelitian ini didapat dari lapangan atau lokasi penelitian yakni Laznas 

BMH Jawa Tengah melalui interview dengan ketua lembaga, kadiv keuangan dan 

staff adimistrasi terkait sejarah singkat berdirinya Laznas BMH di jawa tengah, visi 

misi dan tujuan.  

                                                           

29
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), h.21. 

30
 Arikunt, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006. h177. 

31
 Sugiyono, h.15. 
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b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan catatan, buku, dan majalah 

yang berisi laporan keuangan publikasi lembaga,
32

 laporan pemerintah, artikel, buku-

buku sebagai teori, majalah, dan lain sebaginya. Data penelitian ini terdiri dari data 

seluruh amil, struktur organisasi dan laporan keuangan Laznas BMH Jawa Tengah 

4. Teknik Pengumpulan data  

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu bentuk cara pengambilan data 

melalui mata tanpa menggunakan pertolongan alat standar lain guna keperluan suatu 

penelitian. Teknik observasi melalui cara peneliti melibatkan diri terhadap kegiatan 

yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan observasi 

secara langsung perihal penerapan Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana 

pada Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Perwakilan Jawa Tengah. 

b. Wawancara (Interview)  

Wawancara adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, 

wawancara diterapkan melalui wawancara langsung baik secara struktur maupun 

bebas dengan ketua Lembaga dan Amil Laznas BMH Jawa Tengah tentang 

Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada lembaga. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yangmana 

fakta-fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Studi dokumentasi adalah 

tambahan dari penggunaan metode observasi dan wawancara di dalam penelitian 

kualitatif yang dilaksanakan oleh peneliti. Pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan teknik dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang didukung oleh data 

sekunder berhubungan dengan Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana 

pada lembaga.  

5. Pengolahan data  

Sesudah data yang telah dikumpuIkan Iewat beberapa tahapan, penulis mengelola 

data melalui  metode-metode sebagai berikut: 
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a. Reduksi data  

Data yang didapat dari lapangan yang memiliki jumlah cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
33

 

semakin sering peneliti kelapangan, maka jumlah data yang di didapat akan semakin 

banyak, kompleks, dan juga rumit. Sehingga peneliti melaksanakan analisis data 

melalui reduksi data.  

b. untuk penelitian kualitatif, penyajian data bisa digunakan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Umumnya digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.  

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Langkah ketiga dalam menganalisa data 

kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifkasi. Kesimpulan sebelumnya yang 

dipaparkan masih bersifat hanya sementara dan bisa berubah jika ditemukan suatu 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun 

bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang 

nyata dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dijelaskan merupakan hasil yang kridebel.  

d. Kesimpulan akhir didapatkan berdasarkan kesimpulan sementara yang sudah 

diverifikasi. Kesimpulan akhir ini didapat setelah pengumpulan data selesai. 

6. Analisis Data  

Setelah keseluruhan data yang terkumpul, maka proses selanjutnya peneliti 

menganalisa data itu sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam meneliti penulis 

menggunakan sebuah metode berfikir deduktif yaitu dengan menambil dari fakta-fakta 

yang umum, peristiwa yang kongkret, setelah itu suatu fakta-fakta dan peristiwa-

peristiwa yang umum dan nyata akan ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat 

yang khusus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. 

Deskriptif kualitatif yaitu memberikan suatu predikat dari data yang telah di teliti 

berdasarkan dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjelaskan 

dan memberikan informasi-informasi dengan fakta yang diperoleh dari LAZNAS BMH 
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Jawa Tengah setelahnya mengevaluasi dengan macam-macam teori yang berkaitan 

dengan pokok persoala dalam penelitian ini.
34

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini secara menyeluruh terdiri dari lima bab dan dalam setiap pada babnya 

terdapat beberapa sub bab pembahasan, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat 

Penulisan serta Sistematika Penulisan.  

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori – teori yang akan penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Akuntabilitas, Teori 

Transparansi dana, Teori Zakat, Teori Lembaga zakat, Pada bab ini juga berisikan 

pemaparan singkat hasil penelitian terdahulu yang menjadi patokan penelitian 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum, struktur organisasi, kegiatan program dari 

LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah. 

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI 

DANA PADA LEMBAGA AMIL NASIONAL BMH 

Bab ini  memaparkan pembahasan analisis akuntabilitas dan transparansi dana pada 

objek yang diteliti serta analisis peneliti mengenai hasil yang diperoleh.  

BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti 

  

                                                           
34

 J.R Raco, „BAB I Pengertian Tujuan Dan Latar Belakang Penelitian Kualitatif’, Metode Kualitatif 

(Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya), 2010, h. 1–18. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Dengan memperhatikan segi bahasa, berdasarkan lisan orang Arab, kata zakat 

merupakan kata yang berdasar zakat yang bermakna, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-

namaa “ pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu, “kesucian”, dan ash-shalahu 

“kebebasan”
35

. Namun dalam segi istilah, Zakat menurut Syara adalah hak yang wajib 

pada harta. Pandangan Malikiyah
36

 memberikan arti akan zakat yakni mengeluarkan 

sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak 

menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) talah sempurna selain barang 

tambang, tanaman, dan harta temuan. Tidak berbeda akan pandangan Hanafiyah bahwa 

zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang yang 

talah ditentukan oleh syariah, semata-mata karena Allah SWT. 

Dan berdasarkan pandangan Syafi‟iyah
37

 berpendapat bahwa zakat adalah nama 

untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk harta zakat 

fitrah) kepada pihak tertentu. Serta menurut pandangan Hanabilah bahwa zakat hak yang 

wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Terlihat bahwa 

pandangan para ulama shalaf memiliki dasar prinsip yang sama, yaitu bahwa zakat 

sebagai fungsi untuk perlakuan pemberian zakat itu sendiri. Maksudnya yakni 

memberikan hak wajib pada harta. Zakat dalam bidang Urf fuqaha digunakan juga untuk 

pengertian bagian tertentu dari harta yang teIah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak 

orang-orang fakir. Menurut Yusuf Qardawi daIam bukunya Hukum Zakat bahwa zakat 

dari segi Fikih merupakan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada 

orang-orang yang berhak, di samping itu juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu atas 

diri sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat.  

                                                           
35

Attabik AIi dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Yayasab Ali 
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37

 AbduI Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum IsIam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1985. 
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2. Dasar Hukum 

Dalil yang menjadi landasan disyariatkannya wakaf terdapat didalam Al-quran 

dan Hadist Nabi serta di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan 

atau panduan peraturan zakat dalam hukum positif Indonesia. 1) Al-quran membicarakan 

zakat dan mengaitkannya dengan sholat hampir 82 ayat yang disebutkan di dalam Al-

quran, namun karena merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka 

para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Alquran yang memerintahkan pemanfaatan 

harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui zakat
38

, diantaranya yaitu: 

QS. Al-Baqarah ayat 43:  

لٰوةَ  ٌْمُوا الصَّ ٌْنَ وَاقَِ اكِعِ كٰوةَ وَارْكَعوُْا مَعَ الرَّ وَاٰتوُا الزَّ  

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruk”. (Q.S,Al Baqarah:43) 

QS. Al-Taubah ayat 103: 

 َُّ ِ ۖ ئ  ٌْ هِ ُْ َ ي وِّ عَ ب وَصَ هَ ٌْ ثِ ُهِ مِّ ُصَ ر ٌْ وَ ھُ سُ هِّ طَُ خً ر قَ دَ ٌْ صَ هِ اىِ ىَ ٍْ َ ِْ أ ٍِ رْ  خُ

  ٌ ٌُ يِ ُع  عَ َِ ُ ظَ الِلَّ ٌْ ۗ وَ هُ َ ِ  ى نَ َلَ ظَ ر  صَلَا

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa 

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengarkan lagi 

Maha mengetahui”. (Q.S.Al Taubah:103) 

Pengertian juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai wujud andil hukum islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-undang RI 

No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 

                                                           
38
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2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam.
39

 

Dari  pengertian di atas menunjukan bahwa zakat merupakan suatu formula yang 

paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban ini 

meliputi seluruh umat dan bahwa harta benda yang dikeluarkan itu pada hakekatnya 

adalah harta umat dan pemberian kepada kaum fakir dilihat dari kegunaan sosial pada 

hakekatnya pemberian kepada kaya dan dilihat dari kenyataan merupakan pengembalian 

kepada orang yang fakir karena menurut pandangan Islam yang kaya tidak memiliki 

kedudukan lebih baik dari orang miskin karena hartanya.
40

 

3. Syarat Objek Zakat 

Dikutib dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi menjelaskan zakat dengan nama 

pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan 

kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan 

orang yang menerima zakat disebut Mustahik. 

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014
41

, Zakat adalah 

harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh 

orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 

Islam. 

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Namun, tidak semua harta terkena 

kewajiban zakat. Syarat diberlakukannya zakat atas harta diantaranya sebagai berikut: 

1. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal 

2.  harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya  

3.  harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang; 

4.  harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya; 

5. harta tersebut meIewati haul dan 

6. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. 

a. Jenis -Jenis Zakat  
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40
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Zakat dikategorikan menjadi 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah 

(zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan 

perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. 

Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang 

secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan 

agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan 

profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang 

Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah 

dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan 

pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi
42

 serta para ulama lainnya. 

b. Zakat maal meliputi: 

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya 

2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya 

3. Zakat perniagaan 

4. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan 

5. Zakat peternakan dan perikanan 

6. Zakat pertambangan 

7. Zakat perindustrian 

8. Zakat pendapatan dan jasa 

9. Zakat rikaz 

c. Syarat Zakat Mal : 

1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam. 

2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut 

a) milik penuh 

b) halal 

c) cukup nisab 

d) haul 
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 Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan 

dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. 

d. Delapan Asnaf yang dapat menerima Zakat  

Sebagai elemen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat memiliki 

aturan yang mengikat akan segi ilmu fiqih, dalam hal ini adalah kepada siapa zakat 

diberikan. 

QS. At-Taubah ayat 60: 

قَابِ   ٌْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُْبهُُمْ وَفِى الرِّ ٌْنَ عَلَ ٌْنِ وَالْعَامِلِ دقَٰتُ لِلْفقُرََاۤءِ وَالْمَسٰكِ  انَِّمَا الصَّ

ٌْم ٌْمٌ حَكِ ُ عَلِ ِ ِۗوَالِلّه نَ الِلّه ٌْضَةً مِّ ٌْلِِۗ فرَِ ِ وَابْنِ السَّبِ ٌْلِ الِلّه ًْ سَبِ ٌْنَ وَفِ  وَالْغَارِمِ

Artinya:” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang di bujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan Allah Maha 

mengetahui lagi maha Bijaksana”. (Q.S. [Al Taubah]: 60) 

Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kehidupan. 

3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 

4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk 

menguatkan dalam tauhid dan syariah. 

5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 

6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam 

mempertahankan jiwa dan izzahnya. 

7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, 

jihad dan sebagainya 
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8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada 

Allah 

B. Fatwa MUI Tentang Amil Zakat. 

Pada tahun 2011  Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Tentang Amil Zakat 

yaitu 

1. Amil zakat adalah: 

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk 

mengelola pelaksanaan ibadah zakat 

b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan 

oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. 

2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut 

a. Beragama Islam 

b. Mukallaf (berakal dan baligh) 

c. Amanah 

d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang 

terkait dengan tugas Amil zakat. 

3. Amil zakat memiliki tugas  

a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan 

objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat syarat 

tertentu pada masing-masing objek wajib zakat 

b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta 

pengamanan harta zakat 

c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada 

mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. 

4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah 

(ulil amr). 

5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan 

Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang 

menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari 

bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat. 
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6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari 

dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, 

proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
43

 

7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam 

tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi 

bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau 

lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil 

sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. 

8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai 

Amil. 

9. Amil tidak boleh member
44

 

C. Lembaga Amil Zakat 

1. Pengertian LAZ 

Lembaga amil zakat dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Baitul Maal. 

Lembaga ini ada sejak Khalifah Umar bin Khaththab,
45

 sebagai institusi yang 

memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya upaya pembangunan 

meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum Dhuafa 

dan umat pada umumnya berdasarkan syariat. Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan 

tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional, karena dalam 

perjalanannya lembaga ini mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain
46

:  

1. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha 

penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem 

kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat 

langsung kepada mustahiq daripada melalui lembaga zakat.  

2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias 

pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri. 
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3. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan 

umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif 

dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua Muzakki 

berzakat melalui Lembaga. 

4. Terdapat semacam kejemuan di kalangan Muzakki, di mana dalam periode waktu 

yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. 

5. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat 

tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis. 

 Kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya hal di atas, yang seharusnya tidak 

terjadi. Mengingat lembaga zakat itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang 

ekonomi dari semua umat manusia di semua dimensi ruang dan dimensi waktu. Selain itu 

pemerintah juga bertugas dan bertanggungjawab atas kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyatnya.
47

 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 jonto Undang-Undang No. 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa ada dua organisasi pengelola zakat 

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat. Jika dikaitkan dengan perubahan 

sosial politik di Indonesia, maka Lembaga Amil Zakat yang bermunculan sejak akhir 

masa Orde Baru merupakan satu respon dari bangkitnya potensi kedermawanan sosial 

yang tinggi di masyarakat Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi sejak tahun 1997. 

Di samping itu, Lembaga Amil Zakat tumbuh sebagai efek dari kecenderungan semakin 

meningkatnya tingkat keberagaman masyarakat Islam Indonesia seiring dengan semakin 

terakomodasinya kepentingan Islam khususnya ketika Orde baru hampir berakhir.Lebih 

dari itu, 

 Lembaga Amil Zakat yang memperlihatkan simbol atau identitas keagamaan 

(Islam) menempati kedudukan yang penting di tengah fakta bahwa masyarakat percaya 

bahwa berderma merupakan ajaran agama yang memiliki nilai ibadah dan sosial yang 

sangat tinggi. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya 

dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.Seperti 
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halnya Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dapat dibentuk mulai kecamatan. 

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dapat dibentuk oleh ormas Islam, Yayasan, atau 

swadaya masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional dan 

dikukuhkan melalui surat keputusan Menteri Agama. Pada tingkat provinsi, Lembaga 

Amil Zakat dikukuhkan melalui surat keputusan Gubernur setelah mempertimbangkan 

rekomendasi yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi 

tersebut. Lembaga Amil Zakat provinsi dapat berkedudukan di ibu kota provinsi atau 

kota/kabupaten lain dalam provinsi tersebut. Lembaga amil zakat dijelaskan juga dalam 

buku Manajemen Pengelolaan Zakat bahwa Lembaga Amil Zakat merupakan Institusi 

pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh 

masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, yang terdiri dari 

Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi.
48

 

 Pengelolaan zakat dikatakan sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan 

dalam pelaksanaannya.Karena itu, sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem 

pengalihan kekayaan (pendapatan atau kepemilikan) dan mobilitas modal untuk 

pembangunan “kelompok lemah” dalam sistem yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, 

bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebutkan sebagai berikut
49

: 

1. Berorientasi pada kelompok penerima zakat dalam masyarakat, baik material 

maupun spiritual. 

2. Secara horizontal bahwa sistem zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, 

keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan. Di samping merupakan akhlak 

bagi pelaksana (amil) sistem zakat juga merupakan keimanan bagi pelaksana dan 

masyarakat luas. 

3. Sekalipun kelompok penerima ditetapkan secara khusus, tapi dengan adanya program 

“fisabilillah”, maka pada dasarnya kemaslahatan umumnya juga merupakan medan 

yang mendapat tekanan dari sistem zakat ini yang secara langsung juga merupakan 

kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat. 
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4. Agar terlaksananya sistem zakat yang tepat sasaran, maka aspek manajemen, mulai 

dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, dan 

evaluasi memegang kunci utama, bahkan terpenting. 

Jadi dari uraian di atas, zakat merupakan sebuah sistem pengalihan harta yang 

terdiri dari bagian mobilisasi pengumpulan dan mobilitas anggaran dengan pemerintah 

sebagai pengawas kelancarannya. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Undang-

Undang Pengelolaan Zakat mengenai partisipasi Negara dalam sistem zakat tersebut 

untuk mengembangkan kelompok lemah. Di sini terdapat diskriminasi secara tegas dari 

Negara untuk membela dan melidungi fakir miskin, sekali pun demikian, namun pada 

hakikatnya tidak lain demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena pada 

kenyataannya secara luar sistem zakat mencakup kepentingan dan akan dinikmati oleh 

seluruh masyarakat. Asas Pengelolaan Zakat Dalam menjalankan tugas mengelola zakat, 

asas yang dipergunakan menurut pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat adalah
50

: 

1. Syari‟at Islam. 

2. Amanah adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya. 

3.  Kemanfaatan adalah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq. 

4. Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. 

5. Kepastian Hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi 

mustahik dan Muzakki. 

6. Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya 

meningkatkan pengambilan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

7. Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses 

oleh masyarakat. Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah: 

Meningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan 

Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan.  
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2. Syarat-syarat LAZ 

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang 

dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan 

pengelolaan zakat dalam lingkup nasional. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang 

melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi. LAZ Berskala 

Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup 

wilayah 1 (satu) kabupaten/kota. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang agama. Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor 

wilayah kementerian agama provinsi.
51

 

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat 

izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Untuk mendapatkan izin 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang 

pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum; 

b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 

c. memiliki pengawas syariat; 

d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan 

kegiatannya;  

e. bersifat nirlaba;  

f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; 

g. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. 

3. Lembaga Amil Zakat Dalam Undang-Undang  

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi 

pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat letah eksis terlebih dahulu di 

tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara 

perorangan mapupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-
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undang telah terjadinya formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. istilah formal ini 

diseragamkan menjadi Lembaga Amil  Zakat (LAZ) yang di atur dalam undang-undang 

No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 17
52

.  

”Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ” 

1. Syarat pendirian LAZ : 

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang 

pendidikan, dakwah, dan sosial 

b. Berbentuk lembaga berbadan huum 

c. Mendapat rekomendasi BAZNAS 

d. Memiliki pengawas syariah 

e. Memiliki kemampuan teknis, administrasi, an keuangan untuk melaksanakan 

kegiatannya 

f. Bersifat nirlaba 

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahtraan umat 

h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. 

2. Tugas dan fungsi LAZ : 

a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat 

b. Menyusun laporan , termasuk laporan keuangan 

c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media masa 

d. Menyerahkan laporan keuangan kepada pemerintah 

3 Amil zakat 

Amil zakat disebut juga dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak 

menerima harta zakat dengan nomor urut ketiga, setelah fakir dan miskin. Posisi 

nomor tiga ini tentunya bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukan betapa pentingnya 

peran amil zakat dalam  proses berjalannya syariat zakat. 

Istilah amil zakat punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya
53

 : 

a. Su‟aat  li jibayatizzakah 
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Artinya orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Dan istilah ini 

sesuai dengan tugasnya, yaitu berkeliling secara aktif mengumpulkan harta zakat 

dari mereka yang termasuk wajib zakat. Selain itu juga berkeliling untuk 

membagikan harta zakat kepada  orang- orang yang berhak atas harta zakat 

b. Al –Jihaz Al-idari Wal Mali li Az-Zakah 

Istilah ini di pakai oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam disertasi beliau. 

Maksudnya adalah perangkat administrative dan financial atas harta zakat. 

Dimana demikian peran amil zakat pada hakikatnya  adalah mendata secara 

administrasi yang baku tentang  siapa saja yang menjadi wajib zakat serta yang 

berhak atas zakat itu. 

4. Syarat amil  

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat 

menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan 

sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan 

harta kekayan kepada maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi 

justru semua harta habis disikat. 

Karena itu maka syariat islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi 

orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat di antaranya adalah harus 

beragama islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat, dan tentunya 

harus orang yang  kuat, baik jiwa dan raga
54

. 

1. Muslim  

Hanya muslim  saja yang boleh menjadi amil zakat sedangkan non muslim 

tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan 

amanah agama, sedangkan hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada 

Allah SWT yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat. 

Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untyk 

mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas Negara yang 

diberikan wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak 

menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib.   

2. Akil baligh 
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Syarat lainnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila 

atau tidak waras. Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah 

mengalami haidh dan laiki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak yang belu 

cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum di bebani 

sebagai mukallaf. 

Syarat akil baligh sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk 

menjadi mukallaf, yaitu orang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung 

beban syariah 

3. Jujur  

Kejujuran dalam  bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur 

disebut amin. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat. Orang 

yang tidak punya pribadi jujur, suka bermain dengan wilayah halal dan haram dari 

harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang 

tidak halal, tidak boleh menjadi amil zakat. 

Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan  masyarakat untuk 

menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat. Termasuk 

praktek amil zakat yang tidak jujur adalah pengelolaan zakat yang tidak 

transparan, tertutup, tidak mau diaudit, tidak pernah mengumumkan pemasukan 

dan pengeluaran kepada public, berlindung di balik kewajiban orang untuk 

berzakat sementara diri amil zakat sendiri tidak pernah dievaluasi. 

Yang sering melakukan pelanggaran seperti ini adalah badan amil yang 

ada di dalam organisasi internal, dimana para anggota di simpatisannya 

diwajibkan membayar zakat ke badan amil zakat internal, padahal pengelolaannya 

tidak pernah diaudit. Bahkan tidak pernah jelas kemana harat zakat yang sudah 

masuk itu dialokasikan 

Banyak sekali jamah, kelompok, institusi dan pergerakan di tengah umat 

islam yang aktif memungut zakat dari anggotanya dengan  nama resmi sebagai 

zakat, lalu tidak jelas bagaimana dan kemana harta itu dialokasikan. Mungkin bila 

yang dipungut itu hanyalah iuran anggota, lalu pengurus tidak mau transparan, 

kita bisa maklum karena itu urusan internal suatu kelompok. 
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Tetapi ketika pungutan itu diatas namakan zakat maka apapun  nama 

jamaah itu, tidak boleh bermain api untuk “menggelapkan” pembukuannya sebab 

ketidak jelasan urusan harta zakat ini akan meluruskan dan memudahkan jalan 

menuju ke api neraka. 

4. Mengerti ilmu fiqih zakat 

Syarat yang  juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu 

tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, 

mengerti dan berilmu. Mengapa demikian? Karena saat ini zakat adalah bagian 

dari syariah islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat islam. Tidak 

seperti shalat dan puasa, yang tanpa ada komando, umat islam sudah 

menjalankanya. 

Sedangkan zakat adalah “barang baru” yang masih belum dikenal dengan  

benar dan propesional bagi umat islam. Di kurikulum pendidikan nasional tidak 

pernah diajarkan masalah  zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama 

islam, baik di level sekolah dasar, menengah ataupun di perguruan tinggi. Maka 

kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu 

fiqih zakat, jangan salahkan bunda yang mengandung.  

5. Kekuatan   

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri di luar kejujuran da 

ilmu. Di dalam Al-Quran, ada isyarat tentang masalah kekuatan yaitu : 

Q.S. Al Qashash : 26 

ٌْنُ  ٌْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الْْمَِ ٰٓابََتِ اسْتأَجِْرْهُ اِۖنَّ خَ ٌٰ  قاَلَتْ احِْدٰىهُمَا 

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-

Qashash :26) 

Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik hingga kekuatan 

hukum.; 
a. Kekuatan fisik 

b. Kekuatan hukum 
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D. Akuntabilitas  

1. Pengetian Akuntabilitas  

Akuntabilitas diasumsikan sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah 

untuk memberikan menyajikan, pertanggungjawaban, mengungkapkan segala aktivitas 

dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi amanah yang 

mana hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
55

 

Dalam proses pengelolaan zakat, Akuntabilitas merupakan bentuk usaha untuk 

mempertanggungjawabkan lembaga amil zakat kepada pemberi amanah.. 

Pertanggungjawaban wajib hukumnya dikelola setiap pribadi maupun Lembaga 

organisasi atas segala tindakannya kepada Allah swt. Allah berfirman: “Sesungguhnya 

Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-

Nisa: 30). Ayat ini menjelaskan akan kewajiban mempertanggungjawabkan amanat 

kepada yang berhak menerimanya 

2. Aspek-aspek Akuntabilitas 

Berbagai macam akuntabilitas meliputi aspek fisik, mental dan spiritual
56

. Aspek 

fisik dalam akuntabilitas umumnya berbentuk laporan keuangan bersifat kuantitatif. 

Akuntabilitas dalam aspek fisik memiliki kecenderungan bebas nilai sehingga objektif 

akan untung/rugi secara material dan cenderung kurang humanis. Untuk mengatasi tidak 

bebas nilai, aspek fisik harus ditunjang dengan aspek mental dan spiritual. Aspek mental 

merupakan nilai nilai humanis pribadi yang etis sehingga tidak mementingkan ego dan 

lebih bersifat altruistis. Aspek mental dalam hal akuntabilitas diciptakan dalam bentuk 

laporan kualitatif. 

 Laporan kualitatif disini berupa laporan pencapaian program-program yang telah 

direncanakan, ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan atas pencapaian materiil 
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dalam laporan kuantitatif yang ada. Aspek mental erat kaitannya dengan laporan 

pencapaian program program kualitatif yang telah ditetapkan oleh Dewan Penasihat atau 

laporan ketaatan dan praktik prinsip etika syariah. Aspek mental tersebut meliputi nilai-

nilai humanis seseorang yang etis sehingga mengesampingkan ego dan lebih bersifat 

altruistis. Menurut Triyuwono dan Roekhuddin
57

, aspek mental di dalam akuntabilitas 

dihasilkan dalam bentuk laporan kualitatif.  

Laporan kualitatif berupa laporan pencapaian program-program yang telah 

direncanakan, ketaatan pada aturan yang ditetapkan atau penjelasan atas pencapaian 

materiil dalam laporan kuantitatif yang ada. Aspek mental tersebut berhubungan dengan 

aspek spiritual yang menerangkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Kesadaran 

akan rasa takut pada Tuhan akan berpengaruh pada kondisi mental dan tingkah laku 

seseorang, karena seseorang yang sadar akan merasa selalu diawasi olehNya.  

Hal ini akan mewujudkan perilaku etis seseorang dalam hal ini perilaku jujur. 

Aspek Mental pada LAZIS ini terlihat pada beberapa program baik untuk direct 

stakeholder dan indirect stakeholder. Pada direct stakeholder yaitu amil/ karyawan 

diimplementasikan pada program kerja pelatihan ESQ, program kepatuhan karyawan 

terhadap syariat Islam seperti berhijab, pembiasaan tilawah Al-Quran. Pada indirect 

stakeholder yakni program–program pemberdayaan ekonomi, program dakwah, bedah 

rumah, beasiswa pelajar dan lain sebagainya. Program program tersebut memberi nilai 

tambah aspek mental. Aspek mental berkaitan dengan aspek spiritual yang menekankan 

pada hubungan manusia dengan Tuhan. Perasaan yakin dan takut pada Tuhan akan 

berpengaruh pada mental dan perilaku seseorang karena ia merasa selalu diawasi.  

Menurut Mordhah
58

. konsep akuntabilitas telah jelas diatur dalam Islam beserta 

mekanismenya telah menjadi sistem yang harus diterapkan dalam aturan organisasi. 

Akuntabilitas kepada Allah seharusnya menjadi prioritas utama pengelola zakat. Dalam 

Surah Al Baqarah:255 yang artinya  
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“Allah mengetahui apa apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka, 

dan mereka tidak mengetahui apa apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 

dikehendakinya”.  

Aspek spiritual bersifat absurd dan keberadaannya melibatkan dimensi spiritual 

manajemen bagaikan ihsan dalam bekerja dan program-program kerja LPZ bermuatan 

spiritual bagi direct stakeholder dan indirect stakeholder. Amerieska, dkk
59

. menyatakan 

bahwa akuntabilitas spiritual sering dikaitkan sebagai akuntabilitas internal dari dalam 

diri manusia itu sendiri. Akuntabilitas spiritual ikut turut andil dalam pertanggung 

jawaban LPZ dalam program kerja LPZ yang bermuatan spiritual.  

Penelitian Riyanti dan Irianto, menjelaskan aspek spiritual sebagai akuntabilitas 

kejujuran yang dibuktikan dengan adanya bukti transaksi dalam setiap transaksi dan 

laporan pertanggungjawaban setiap adanya program. perwujudan Program spiritual pada 

LAZIS diwujudkan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan sebagai pencipta, 

pemelihara, dan pelebur alam semesta; tuntutan bekerja adalah ibadah sehingga segala 

tindak laku karyawan harus berdasarkan aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang 

bersumber dalam ajaran agama, berbagai konsensus serta kesepakatan manusia; 

pelayanan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan dengan semangat saling memberi; 

kesempatan menjalankan ibadah bagi karyawan; kontribusi bidang keagamaan lainnya 

seperti pembenahan masjid, pembelian mesin genset untuk masjid, pembelian TOA untuk 

masjid, bantuan untuk pelaksanaan tilawatil quran, pemberian pelatihan tenaga dakwah 

agar masyarakat semakin termotivasi dengan ibadah. 

3. Aspek Akuntabilitas keuangan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas adalah suatu kegiatan 

pertanggungjawaban. Tidak berbeda dengan kamus baru kontemporer yakni memiliki arti 

yang sama yaitu pertanggungjawaban.
60

 Berdasarkan Ensiklopedia Administrasi, 

Akuntabilitas diartikan sebagai kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat 
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atasannya. Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor 

publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang 

memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat 

yang berada di luar manajemen. Pada uraian ini, konsep perihal akuntabilitas dan 

aksesibilitas memiliki kriteria yang sangat penting berhubungan dengan 

pertanggungjawaban organisasi dalam melaporkan dan mengungkap segala aktifitas 

kegiatan serta memuat informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan 

kemudahan akses agar dapat diterima oleh masyarakat.
61

  

Sejumlah regulasi terkait pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, telah 

tersedia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 Bab VIII 

pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 perihal 

pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit laporan keuangan lembaga, Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK 

(Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 mengenai akuntansi Organisasi 

nirlaba. Aturan-aturan telah dirancang sehingga diharapkan pengelolaan zakat yang 

dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun 

Lembaga Amil Zakat (LAZ)  bisa lebih baik, efektif sehingga memperoleh kepercayaan 

masyarakat muzakki terhadap pengelola zakat dapat meningkat. 

 Mirisnya regulasi dianggap belum mampu meyakinkan publik akan pengelolaan 

keuangan Lembaga Amil Zakat telah dilakukan dengan semestinya. Objek pengaruh 

penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat adalah 

dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan 

akuntansi dana agar lebih mudah dipahami stakeholders mengenai sumber dan 

penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi 

akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat karena informasi yang diberikan dari 

laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk 

mengakses laporan tersebut. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat yang akuntabel 
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adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi 

relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan 

aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan Lembaga Amil Zakat 

tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan stakeholder mendapatkannya dan 

melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen Lembaga 

Amil Zakat akan dituntut untuk lebih akuntabel.
62

 

4. Akuntabilitas dalam perspektif islam 

Dalam Kamus Besar Bhasa Indonesia (KBBI) akuntabilitas adalah tentang hal-hal 

yang bertangggungjawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggungjawaban.
63

 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertangungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menggungkapkan segala 

aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberik amanah 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
64

  

Akuntabilitas dalam organisasi pengelolaan zakat dapat diwujudkan dalam 

pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan bukti 

transasksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan dan juga dapat diartikan 

dengan mencatat dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian kepercayaan, 

kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan menghilangkan ketidak 

percayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi yang akurat cepat dan otentik. 

Menurut NCG ( National Committee on Governace) prinsip akuntabilitas adalah 

bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam 

rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selain itu, 

akuntabilitas juga mengandung unsure kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara 

mempertanggungjawabkan penggunaan/pemakaian dana, penyajian tepat waktu, dan 

adanya pemeriksaan (audit)/ respon pemerintah. 

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 

seorang manusia sebagai khalifah di bumikepada sang pencipta Allah SWT, karena 
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apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia 

harus mempertanggngjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau apa yang telah ia perbuat. 

Sebagai firman Allah dalam Q.S. Al-Mudassir ayat 38: 

 
ٌْنةٌَ   كُلُّ نَفْسٍٍۢ بمَِا كَسَبتَْ رَهِ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S. 

Al-Mudassir:38) 

Dan di perkuat dalam firman allah Q.S. Al-Baqarah:282. 

ى فاَكْتبُوُْهُِۗ وَلٌْكَْتبُْ  سَمًّ ى اجََلٍ مُّ
ٌْنٍ الِٰٰٓ ا اِذاَ تدَاٌَنَْتمُْ بِدَ ٌْنَ اٰمَنوُْٰٓ ٰٓاٌَُّهَا الَّذِ ٌٰ

 ُ ٌْنكَُمْ كَاتِبٌٍۢ بِالْعدَْلِۖ وَلَْ ٌأَبَْ كَاتِبٌ  انَْ ٌَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ الِلّه  بَّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 

tunaiuntuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah 

seorangpenulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”(Q.S. Al-

Baqarah:282) 

Ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu : 

pertama, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang 

mendapat kepercayaan dan orang yang memegang urusan mereka yang mendapat 

kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. Kedua, 

memberikan keputusan hukum antar manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran 

kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut 

darinya untuk diberikan kepada yang berhak. 

Konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu : hubungan manusia dengan 

manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan tuhan. Dalam 

hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia 
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mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat manusia maupun alam dalam 

mengelola buni ini semuanya harsu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
65

 

Adapun indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam persepektif islam adalah : 

a. Segala aktivitas yang arus di perhatikan dan mengutamakan kesejahteraan 

umat sebagai mewujudkan amanah yang diberikan Allah kepada manusia 

sebagai seorang khalifah. 

b. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil. 

c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar. 

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen 

yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan pemegang amanah. Sebagai bentuk 

pelaksanaan amanah zakat dilaksanaan sesuai syariat islam. Dengan demikian 

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanash dalam ahal ini adalah 

lembaga zakat bertanggung jawab kepada pemberi amanah muzakki. Akuntabilitas akan 

mengurangi rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ii 

adalah muzakki. Sehinga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak baik 

bagi para muzakki terhadap objek (lembaga), maka akan berpengaruh pada minat para 

muzakki untuk membayar zakat pada lembaga zakat. 

E. Transparansi 

1. Pengertian Transparansi 

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti jelas, 

nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau 

keterbukaan informasi. Definisi transparansi adalah transparansi berarti keterbukaan 

pemerintah/lembaga dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada para pihak  yang membutuhkan informasi
66
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Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, 

berkaitan dengan pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua 

unsur-unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan
67

. 

Untuk membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem 

kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder yang terkait, karena 

tidak hanya melibatkan pihak intern lembaga zakat saja tetapi lebih kepada pihak luar 

yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Maka hal tersebutlah yang seharusnya 

dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan meminimalkan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap lembaga tersebut. 

Sedangkan Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Armin Rahmanursajid (2008), 

transparansi memiliki arti keterbukaan pemerintah/sebuah lembaga dalam 

menyampaikan informasi kepada para pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik. Pemerinntah dalam konteks peneltian ini adalah 

lembaga zakat, memang sudah seharusnya lembaga zakat  menyampaikan informasi 

pengelolaan keuangan dan lainnya kepada  para muzakki. Sedangkan yang dimaksud 

informasi  disini adalah semua informasi mengenai setiap aspek lembaga yang bisa 

dijangkau oleh  publik. Keterbukaan informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan 

manajemen lembaga yang baik dan  sehat serta berdasarkan kepentingan masyarakat.
68

 

Transparansi yang dimaksud dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik 

ialah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 

disediakan secara baik sesuai standar yang sudah ada dan mudah dimengerti oleh semua 

orang yang berhak. sedangkan Pelayanan publik adalah semua sesuatu kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau sebuah lembaga sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan kepada para penerima kebutuhan pelayanan ataupun pelaksanaan 

mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau secara konseptual, 

transparansi dalam konteks penyelenggaraan publik yaitu semua kegiatan pelayanan 

yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai untuk pemenuhan 
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kebutuhan dari para penerima pelayanan ataupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses oleh pihak-pihak 

yang membutuhkan serta disediakan secara baik dan diharapkan bisa mudah dimengerti 

oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.
69

 

2. Prinsip-prinsip Transparansi 

Berdasarkan yang dikutip oleh Rizky Gita (2017) Prinsip-Prinsip Transparansi 

yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI)  ada enam prinsip yaitu : 

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, 

bentuk bantuan atau program) 

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan 

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam 

perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum 

4. Laporan tahunan Laporan tahunan 

5. Website atau media publikasi organisasi 

6. Pedoman dalam penyebaran informasi
70

 

Sedangkan Prinsip-prinsip transparansi menurut Werimon, dkk. (2007) secara 

rangkum menyampaikan bahwa, prinsip-prinsip transparansi yaitu: 

1. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan 

pemerintah. 

2. Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk diterapkan.
71

 

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip transparansi di atas, prinsip transparansi 

yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keterbukaan informasi yang bisa mudah 
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dipahami oleh orang-orang yang berhak khususnya para muzakki, adanya publikasi     

mengenai detail keuangan alokasi dana zakat, adanya laporan berkala mengenai 

pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat dan muzakki. 

3. Transparansi dalam Perspektif Islam 

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh (2009:563) mengemukakan 

transparansi dalam perspekti Islam ada tiga yaitu: 

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait aktifitas 

pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak 

yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. 

2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang 

terkait dengan informasi yang akan diberikan. 

3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang 

membutuhkan informasi
72

. 

Didalam pandangan Islam transparansi merupakan shiddiq (Jujur). Sudah 

dijelaaska dalam Al Qur‟an Allah SWT berfirman dalam surat Al-An‟aam 152 yang 

berbunyi: 

ٌْنَ  ى اهَْلِهَا  وَاذِاَ حَكَمْتمُْ بَ
َ ٌأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ اِلٰٰٓ النَّاسِ اِنَّ الِلّه

ٌْرًا ٌْعاًٍۢ بصَِ َ كَانَ سَمِ ا ٌَعِظُكُمْ بهِٖ ِۗ اِنَّ الِلّه َ نعِِمَّ  انَْ تحَْكُمُوْا باِلْعدَْلِ ِۗ اِنَّ الِلّه

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya. Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantar manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa : 58) 

maka dari itu merujuk pada teori yang di atas untuk implementasi tolak ukur 

lembaga zakat dapat dikatakan transparan yang sangat erat kaitannya dengan kejujuran 
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dan amanah dalam memberikan semua informasi. Didalam islam juga konsep 

transparansi tersebut sangat erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam melaporkan 

informasi, lembaga juga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang boleh ditutup 

tutupi dari pelaporan penerima informasi dalam konteks ini yaitu muzakki, agar muzakki 

bisa lebih selektif lagi. dan menentukan pilihan lembaganya sebagai sarana untuk 

medonasikan zakatnya, agar harapannya bisa berdampak meningkatkannya minat 

muzakki untuk menentukan sikap minat dari para Muzakki agar memilah dan memilih 

lembaga yang transparan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL 

HIDYATULLAH PERWAKILAN JAWA TENGAH 

A. Profil Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 

1. Sejarah Berdirinya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah 

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah yaitu suatu Lembaga Amil 

Zakat Nasional (LAZNAS) yang merupakan dibawah naungan Organisasi Masyarakat 

(ORMAS) Hidayatullah, dan bergerak meliputi pengumpulan dana zakat, sedekah, infaq, 

hibah dan dana sosial serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang 

melaksanakan penyaluran lewat program dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial. BMH 

dikukuhkan pada tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesudah 

memperoleh SK Mentri Agama No. 538 serta pada tahun 2015 BMH diresmikan kembali 

sebagai LAZNAS dari Kementerian Agama setelah dikeluarkannya SK No. 25 tahun 

2015 berdasarkan ketentuan UU zakat No. 23/2011. Perihal tersebut membuktikan bahwa 

masyarakat telah mendukung dan mempercayai zakat, infak, sedekahnya melalui Baitul 

Maal Hidayatullah.
73

 

Berdirinya BMH menjadi LAZNAS sesungguhnya sudah lebih terdahulu saat 

awal berdirinya pondok pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan pada 

tahun 1974. Saat ini setelah hadirnya cabang kantor di 32 kantor perwakilan dan 50 Unit 

Penghimpunan Perwakilan (UPP) di seluruh Indonesia, BMH terus memajukan 

langkahnya agar memberikan fasilitas untuk para masyarakat dalam menjalankan dan 

memaksimalkan dana ZISWAF lewat program yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. 

Semua Program BMH dari hasil pengelolaan zakatnya sudah menjangkau beberapa 

daerah diseluruh Indonesia, ada sekitar 287 Pesantren sudah berdiri dan ada 3240 dai 

Tangguh sudah berdiri diseluruh Indonesia, sekitar ribuan kaum dhuafa sudah 

diberdayakan dan, serta ribuan anak sekolah yang telah  memperoleh pendidikan yang  

layak. Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah tidak lepas dari pendahulunya yaitu pesantren 
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Hidayatullah yang lahir dari adanya keprihatinan melihat kondisi umat yang kurang 

mampu. Lewat semangat dan tekat  tujuh anak muda yang dikomandoi oleh Ustadz 

Abdullah (alm) yang mengawalinya didaerah Kalimantan Timur, bahkan sampai ada 

yang membuat yayasan, pesantren, sekolah dan lain-lain,  tersebar keseluruh Indonesia. 

Baitul Maal Hidayatullah  berwujud Lembaga Amil Zakat sejak 2001 yang sebelum itu 

hanya berbentuk yayasan atas nama Baitul Maal Yayasan Hidayatullah, 60 orang 

mempunyai bertugas menghimpun dana untuk membiayai anak-anak yang mereka bina di 

masing-masing daerahnya. berdirinya Baitul Maal Hidayatullah cabang Semarang adalah 

wujud pengabdian dari Baitul Maal Hidayatullah untuk memaksimalkan dana ZIS dengan 

tujuan mensejahterakan masyarakat didaerah Jawa Tengah khususnya kota Semarang. 

BMH berlokasi di jl. Tembalang Baru Semarang sebagai kantor perwakilan Jawa Tengah. 

penerapan dan tujuan pemberdayaan para masyarakat oleh Baitul Maal Hidayatullah 

lebih mengutamakan terhadap penguatan sumber daya manusia.
74

 

Usaha yang telah dilakukan untuk menggapai hal tersebut yaitu dengan 

memperluas tradisi keilmuan dan pusat-pusat dari pendidikan. Baitul Maal Hidayatullah 

menetapkan tenaga pengajar, baik dai ataupun guru sebagai tiang pemberdayaan bagi 

para masyarakat yang fokus programnya lebih banyak ke daerah 3 T yaitu  (terdepan, 

terluar dan terpencil) di Indonesia. Pada prosedur pemberdayaan lewat pemberdayaan 

dana zakat dan sedekah yang mereka kelola, BMH merancang program pemberdayaan 

untuk masyarakat terdiri dari 4 program utama yaitu: dakwah, pendidikan, ekonomi, dan 

sosial kemanusiaan. tujuan mulia ini sudah melaksanakan pembangunan berkelanjutan 

diantaranya yaitu dengan adanya beasiswa perguruan tinggi penuh, sekolah dan pesantren 

tahfidz, cluster pendayaunaan, membersamai dai dan guru tangguh di daerah pedalaman, 

beasiswa untuk anak Indonesia serta ada 61 pesantren berdaya (Sumber: Dokumentasi 

LAZIS BMH Semarang tahun 2019) 

2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 

Perwakilan Jateng 

Sebuah organisasi ataupun lembaga didalamnya alangkah baiknya adanya sebuah 

susunan struktur organisasi, karena struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting 
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untuk menggapai dari tujuan sebuah lembaga dan organisasi, sebab adanya struktur 

organisasi sebuah kegiatan ataupun pekerjaan bisa berjalan dengan lancar sebab adanya 

pembagian tugas dan tanggung jawab serta mempunyai kewajiban sendiri-sendiri 

berdasarkan dengan divisinya masing-masing, sehingga tujuan dari organisasi tersebut 

bisa lebih gampang dan cepat mencapai tujuannya, sebab semua amil mempunyai 

pembagian kerja sendiri-sendiri berdasarkan dengan bidangnya. Susunan dari organisasi 

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah  terdapat lima divisi yang dikepalai oleh 

seorang manager, kelima divisi itu terdiri dari divisi sekretariat dan kelembagaan, divisi 

Sumber Daya Manusia (SDM), divisi penghimpunan dan komunikasi, divisi keuangan 

dan divisi program serta pendayagunaan
75

 

Gambar 3.1 

Strukutur Laznas BMH Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : LAZNAS BMH Jawa Tengah 

 

1. Jobdesk Struktur Laznas BMH Jawa Tengah 

a. General Manager 
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1. Mempunyai tanggung jawab segalanya mengenai yang berhubungan dengan 

pelaksanaan operasional BMH Perwakilan Jawa Tengah  

2. Melaksanakan tugas pokok sebagai General manager BMH berdasarkan 

dengan prinsip-prinsip tugas dari manajemen  

3. Menetapkan grand strategis BMH Perwakilan Jawa Tengah dengan baik 

untuk jangka pendek ataupun  jangka panjang kedepan 

4. Menghadiri dan mewakili BMH Perwakilan Jawa Tengah saat acara-acara 

resmi kelembagaan baik internal ataupun eksternal Hidayatullah  

5. Memberikan laporan kegiatan dan keuangan BMH dengan berkala untuk 

pengawas BMH Perwakilan Jawa Tengah dan BMH pusat 

6. Mengajukan sebuah program kerja dan RABP tahunan BMH Perwakilan 

Jawa Tengah kepada pengawas dan BMH pusat 

7. Memimpin rapat-rapat kerja Manajemen BMH Perwakilan Jawa Tengah  

8. Mengesahkan pengajuan pencairan anggaran bulanan divisi 

9. Menandatangani surat-sarat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 

10. Menandatangani surat-menyurat yang ditujukan kepada pihak ketiga 

b. Kadiv. Seklem dan SDM 

1. Mengkordiansi perumusan perencanaan dan pengembangan amil berdasarkan 

dengan kebutuhan lembaga 

2. Mengkoordinasikan prosedur system perekrutan, pengembangan dan 

penempatan amil 

3. Mengkoordinasikan prosedur system dan kebijakan  pegawai dengan 

mempertimbangkan factor internal dan eksternal quality.  

4. Melaksankan system informasi SDM dalam suatu database kepegawaian  

5. Mengkoordinasikan prosedur dari kebijakan perencanaan program 

pendidikan dan pelatihan serta pembinaan SDM.  

6. Mempersiapkan program pencarian bakat, pembinaan kepribadian, 

kerohanian dan kelembagaan untuk kepentingan amil dan lembaga  

7. Mengevaluasi hasil dari kinerja pagawi secara menyeluruh bersama ketuanya 

langsung  
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8. Membuat prosedur perencanaan peningkatan kesejahteraan karyawan baik 

material maupun non material  

c. Kadiv. Prodaya dan Markom 

1. Bertanggungjawab mengenai sebuah penyelenggaraan kegiatan program dan 

penyelenggaraan pendayagunaan 

2. Merangkai perencanaan program kerja dan RAB serta pendayagunaan dalam 

satu periode 

3. Merangkai prosedur dari sebuah kegiatan penguatan branding dan pencitraan 

positif untuk lembaga  

4. Membuat rancangan dan mengembangkan program-program inovatif sebagai 

daya tarik muzaki untuk berdonasi ke BMH.  

5. Menetapkan arah dari kebijkan program pendayagunaan berdasarkan 

ketentuan grand strategi lembaga yang telah dirumuskan.  

6. Merancang perencanaan program-program pelayanan bagi donatur  

7. Membuat anggaran belanja divisi setiap bulannya untuk divisi keuangan.  

d. Kadiv. Penghimpunan 

1. Bertanggungjawab mengenai pelaksanaan pengembangan dan penarikan 

untuk donatur rutin dan kotak infaq 

2. Pengembangan dan merumuskan ekspansi market calon donatur  

3. Merancang perencananaan strategi pengembangan dan penarikan donatur 

rutin dan kotak infaq yang inovatif 

4. Menyelenyelenggarakan breafing motifasi dan evaluasi harian untuk staf 

pengembangan dari donator rutin dan kotak infaq sebagai upaya 

memaksimalkan SDM pengembangan 

5. Mengawali komunikasi strategis untuk level calon donatur tertentu sebagai 

usaha memumdakan masuknya amil pengembangan melakukan closing dan 

percepatan pertumbuhan donatur baru  

6. Merancang laporan baik secara kualitatif dan kuantitatif kegiatan 

pengembangan dan penarikan donatur dan kotak infaq secara berkala untuk 

kepala cabang 
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7. Menetapakan donatur baru, pemberhentian, dan perubahan donasi donator 

rutin, serta kotak infaq baru dan penutupan kotak infaq 

8. Merancang perencanaan program kerja dan RAPB tahunan divisi 

pengembangan 

9. Bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan pembinaan dan keamilan lainya  

e. Kadiv. Keuangan 

1. Bertanggungjawab mengenai pencatatan aktifitas keluar ataumasuk keuangan 

lembaga meliputi di dalamnya pengelolaan hutang piutang lembaga 

2. Merancang laporan keungan dalam beberapa periode bulanan dan tahunan 

atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh menejemen 

3. Membuat laporan penarikan donator dan kotak infaq dalam periode bulan 

atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh manajemen 

4. Melakukan kalkulasi atau perhitungan bonus dan punismen pengembangan 

dan penghunghimpunan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan 

5. Bertangungjawab terhadap kontrol peredaran bukti-bukti tanda terima syah 

lembaga (kuitansi, voucher program) 

6. Melaksanakan kegiatan pengarsipan dan penyimpanan dokumen penting 

lembaga, surat masuk-keluar dan bukti-bukti transaksi keuanganan 

7. Bertanggungjawab atas pembukaan, penutupan dan permohonan pencetakan 

rekening bank 

8. Melakukan koreksi terhadap LPJ keuangan yang dilaporkan oleh divisi-divisi 

dan mitra salur 

9. Melaksanakan kegiatan pengajuan dan pencairan anggaran yang diajukan 

divisi-divisi 

10. Melaksanakan koreksi terhadap LPJ keuangan yang dilaporkan oleh divisi-

divisi dan mitra salur. 

11. Melaksanakan koreksi terhadap LPJ keuangan yang dilaporkan oleh divisi-

divisi dan para mitra penyaluran. 
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2. Visi Misi dan Tujuan Lembaga 

a. Visi 

Menjadikan Lembaga Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya untuk  

memberikan pelayanan untuk umat. 

b. Misi 

1. Menjadikan lembaga zakat yang terdepan dalam pengumpulan dana dan 

fokus dalam penyaluran 

2. Melakukan Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan dengan 

manajemen yang transparan dan profesional 

3. Melaksanakan pendayagunaan umat untuk meningkatkan dari segi 

kuantitas maupun segi kualitas dalam pendidikan dan dakwah 

c. Tujuan 

1. Tercapainya pelayanan, informasi komunikasi dan edukasi, dan 

pendayagunaan umat manusia, lewat  pendidikan serta pembinaan 

2. Tercapainya peran sebagai penyambung antara muzakki dan mustahiq 

berdasarkan sistem mutu dan terstandarisasi
76

 

3. Tercapainya sebuah peran fasiliator antara mustahiq dengan muzakki  

4.  tercapainya jaringan kerja dalam menerapkan program berdasarkan 

kebijakan lembaga dengan azas saling memberikan manfaat. 

3. Program-program Baitul Maal Hidayatullah 

Zakat menjadi salah satu instrumen pembangunan dari segi ekonomi umat 

yang sudah ada buktinya yaitu 1.400 tahun yang lalu. kedaduratan perintah zakat 

melainkan sebagai bentuk pondasi rukun Islam juga menjadi faktor penentu untuk 

kelangsungan hidup manusia. Jika lalai dan abai ditunaikan maka mengganggu 
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stabilitas sosial kemasyarakatan.Kesadaran dan keyakinan terhadap perintah zakat ini 

harus selalu ada dan selalu tumbuh pada diri setiap orang muslim. Ini menjadi 

tanggungjawab bersama, termasuk bagi  lembaga pengelola zakat nasional yang 

secara fungsi dan tugasnya menguatkan dan mengokohkan kerja-kerja dakwah 

khususnya zakat. Perlu kerja yang serius untuk mengkorversi potensi zakat yang 

besar di Indonesia dengan perubahan bagi umat Islam dan pembangunan nasional 

yang lebih baik ke depan.  Oleh karena itu, penerapan dan fokus pendayagunaan 

masyarakat bagi LAZ Baitul Maal Hidayatullah mengutamakan untuk penguatan  

dari sumber daya manusianya. Usaha BMH untuk menggapai perihal tersebut dengan 

memperkuat tradisi pembelajaran dan memperbanyak pusat-pusat belajar. LAZNAS 

BMH menjadikan para tenaga pengajar, baik guru atau dai sebagai pilar 

pemberdayaan masyarakat, yang fokus pelaksanannya lebih banyak di daerah 3 T 

(terdepan, terluar , terpencil) di Indonesia. 

Dalam pelaksanaan pemberdayaan lewat pendayagunaan dana zakat, sedekah 

dan infaq yang telah dikelola, Baitul Maal Hidayatullah merancang program 

pemberdayaan untuk  masyarakat terdiri dari 4 pilar utama yakni ekonomi, 

pendidikan, dakwah dan sosial atas kemanusiaan. Usaha mulia tersebut sudah 

melaksanakan pembangunan dengan berkelanjutan diantaranya adalah dengan 

berdirinya beasiswa perguruan tinggi penuh, sekolah dan pesantren tahfidz, 

pemberdayaan, melibatkan dai serta guru tangguh yang berada di daerah pedalaman, 

beasiswa bagi anak Indonesia serta  pesantren berdaya untuk umat muslim. pada 

tahun 2020, BMH mengadakan sebuah Katalog Program 2020 untuk kelanjutan dari 

pemberdayaan, transparansi serta akuntabitalitas dari dana umat melalui zakat dan 

sedekah yang sudah dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah. Tidak hanya dengan 

berkerjasama untuk mewujudkan seuah visi Indonesia yang bermartabat, maju dan 

tentunya sejahtera. Akan tetapi, lebih dari itu yaitu kerjasama, kolaborasi kegiatan, 

sinergi dan rasa soliditas antara elemen masyarakat untuk Indonesia lebih baik di 

masa mendatang 
77

 

Baitul Maal Hidayatullah mempunyai empat program dalam melaksanakan 

pengelolaan untuk dana ZIS yang telah mereka himpun, untuk menyerakan dana 

                                                           
77

 Yusron, Hasil wawancara, Semarang 12 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB 



51  

 

yang sudah dihimpun tersebut, ada empat program kegiatan yang dilasanakan 

diantaranya yakni: 

1. Program Dakwah (Dai Tangguh) 

program yang dikasih nama “Dai Tangguh” adalah sebuah program 

dengan memposisikan para pendakwah tanpa batas, pada waktu tertentu dilokasi 

dakwah, menjadi agent of change pada masyarakat di pedalaman, tempat 

terpencil serta di kepulauan terluar biar bebas dari minimalnya ilmu dan kurang 

mampu yang menuju kemuliaan dan kesejahteraan. wujud pelaksanaan program 

dari da‟i tangguh ialah sebagai berikut: 

a. Muallaf Pedalaman 

 Sebuah Program pendampingan dan pembinaan serta penguatan untuk 

masyarakat di pedalaman yang baru saja beragama Islam harapannya 

hidupnya bisa lebih sejahtera dan mulia. Untuk bantuan fisik yakni meliputi 

pembangunan maupun renovasi seperti masjid dan musholla, perlengkapan 

ibadah, sandang pangan, dan rumah dai. 

b. Wahana Dakwah 

Suatu Program yang menyalurkan bantuan pilar utama dakwah dengan 

adanya pengadaan anggota dakwah, sebuah perlengkapan shalat, peralatan 

masjid atau musholla serta pengadaan Al- Quran. 

c. Kafalah Dai 

Yaitu Program penyaluran dana untuk pengadaan kebutuhan keluarga 

dai tangguh yang sudah  mewakafkan dirinya beserta  keluarganya selama 24 

jam peuh untuk berdakwah dan pemberdayaan para  masyarakat wilayah di 3 

T.78 

d. Umroh Dai 

Merupakan Program pemberangkatan seorang dai tangguh yang sudah 

mendedikasikan dirinya dibidang dakwah untuk umroh ke baitullah sebagai 

bentuk apresiasi dari pengorbanan para dai untuk menguatkan kegiatan 

dakwahnya dipedalaman. 

e. Rumah Quran 
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Suatu Program yang mendirikan rumah dilingkungan masyarakat 

untuk pusat belajar dan mengajar al-Quran serta keilmuan lainnya 

dikhususkan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. 

2. Program Pendidikan (Senyum Anak Indonesia) 

dalam bidang pendidikan ada suatu program yang diberi  nama “Senyum 

Anak Indonesia”. Program yang bertujuan untuk membangun kekuatan intektual 

dan spiritual anak-anak Indonesia dengan bentuk pendidikan, dalam menerapkan 

para generasi masa depan yang sangat unggul dan berkah tentuya. Beberapa 

macam-macam pelaksanaan pada program senyum anak Indonesia yaitu sebagai 

berikut: 

a. Beasiswa Anak Indonesia 

Dengan Program bantuan dana pendidikan untuk  anak Indonesia yang 

pintar akan tetapi kurang mampu, yang diarahkan menjadi pemimpin dan 

penghafal Al-Quran untuk masa depannya. Tingkat dari beasiswa ini mulai 

dari SD, SMP. SMA, PT, Tahfidz. 

b. Sekolah Tapal Batas 

Merupakan Program pembangunan untuk sekolah dan 

keberlangsungan pendidikan untuk semua anak yang ti nggal di 

pesantren, anak yan berada dikepulauan yang adanya sedikit fasilitas dan 

tersedianya guru seperti di Nunukan NTT, Papua dan lain-lain. 

c. Wahana Pendidikan 

Program ini memberikan bantuan atas sarana dan operasional untuk 

sekolah meliputi peralatan sekolah, perlengkapan belajar dan lain-lainnya. 

d. Guru Hebat 

Program yang melakukan pemberian bantuan tunjangan, sarana literasi 

membaca, dan pelatihan untuk para guru yang sudah bersumpah dalam 

mencerdaskan generasi anak bangsa. 

3. Program Ekonomi (Program Ekonomi Terdepan) 

Pada program pilar ekonomi ini terdapat adanya program mandiri yang 

bertujuan untuk  membantu individu ataupu kelompok supaya memiliki tingkat 

ekonomi yang bisa lebih baik lagi. Program ekonomi dari Baitul Maal 
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Hidayatullah bertujuan untuk  menjadikan dai sebagai motivator, pemberdaya dan 

pengajar bagi individu dan kelompok agar terciptanya generasi yang memiliki 

integritas, semangat, spiritual dan mentalitasnya supaya mempunyai penghasilan 

yang berkah lewat pemberdayaan ekonomi dalam program ini. yang terdiri dari: 

a. Sekolah Ibu Hebat 

Merupakan Program pemberdayaan ekonomi khusus para kaum ibu 

dan para janda yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya supaya 

mampu mandiri dan berkarya lewat pembinaan dari amil dan mempunyai 

keterampilan serta pendampingan usaha 

b. Warung Berkah 

Dalam Program ini lembaga memberikan bantuan modal untuk usaha 

untuk  para pedagang kecil  dan bertujuan meningkatkan taraf hidup yang 

lebih baik bagi penerima. 

c. Cluster Pemberdayaan 

Program ini bertujuan untuk Pengembangan ekonomi dengan 

memanfaatkan lahan buat pertanian bagi para petani, perikanan, peternakan 

seperti tambak ikan, udang, peternakan sapi, kambing dan lain-lainnya. 

d. Pesantren Berdaya 

Program ini bertujuan dalam pengembangan usaha pesantren dengan 

memaksimalkan sumber daya dari ekonomi dan santripreneur untuk usaha-

usaha produktif meliputi kebun gizi hidroponik, peternakan ikan lele bioflog 

dan lain- lain. 

4. Program Sosial (Sahabat Peduli) 

Adanya kesenjangan sosial masyarakat yan ada di Indonesia pastinya 

akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari beberapa masyarakat yang kurang 

mampu. Untuk program ini terbentuk dalam program yang mereka beri nama 

“Sahabat Peduli”. Program sahabat peduli ini yakni peduli sosial kemanusiaan 

yang bertujuan menjadi alternatif dan solusi pada realitas permasalahan sosial 

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang sedang ataupun sudah terjadi didalam 

ataupun diluar negeri baik karna ekonominya kurang mampu ataupun bencana. 



54  

 

a. Peduli Gizi Nusantara 

Sebuah program yang memeberikan bantuan makanan tambahan dan 

vitamin untuk anak-anak yang kurang mampu,  membangun dan memperbaiki 

gizi secara berkelanjutan, supaya terpenuhi kebutuhan gizinya untuk generasi 

bangsa di masa yang akan datang, lebih khususnya pada wilayah 3 T di 

seluruh Indonesia. 

b. Senyum Yatim dan Dhuafa 

Merupakan Program santunan untuk anak yatim dan kurang mampu 

dalam bentuk  memberikan kado spesial sebagai bentuk perhatian dan kasih 

sayang anak-anak tersebut. 

c. Khitan Berkah 

Program dalam bentuk bantuan kepada orang tua yang sedan 

mengalami keterbatasan keuangan untuk mengkhitan  putranyakarena bagi 

umat muslim hal tersebut menjadi salah satu syarat wajib yang dilakukan. 

d. Peduli Bencana Nusantara 

Program ini Menyalurkan bantuan untuk korban bencana baik gempa 

bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan bencana lainnya dengan 

pelaksaannya yan ramah, dari evakuasi hingga recovery yang disesuaikan 

sama kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan kebencanaan. 

e. Solidaritas Kemanusiaa 

Program ini merupakan bentuk kepedulian dari tragedi kemanusiaan 

yang keap terjadi baik di dalam negeri maupun di luar  negeri. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Prinsip Akuntabiltas pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Sebagai organisasi yang menangani dalam bidng pengelolaan dana sumbangan dari 

para masyarakat, suatu organisasi  keagamaan semacam lembaga zakat sudah semestinya 

mengelola semua dana yang suda dihimpun dan harus melaporkannya secara lengkap supaya 

dapat dipertanggungjawabkan dari  pengelolaa dana yang sudah dipercayakan oleh  para  

pemberi dana kepada  pengurus  lembaga  keagamaan  tersebut agar  tidak  adanya fitnah. 

AkuntabiIitas  tidak  hanya  mengenai kepatuhan terhadap  hukum  atau standar  yang  sudah 

berlaku,  namun  lebih condong  untuk tujuan organisasi  dan  kepercayaan dari  publik. 

Seseorag yang memimpin sebuah organisasi nirlaba difokuska untuk  Iebih memperhatikan 

bentuk strategi akuntabiIitas yang bisa membantu  lembaga tersebut  untuk tercapainya misi 

mereka untuk mendirikan organisasi tersebut agar menciptakan kepercayaan public
79

. 

Dalam proses pengelolaan zakat, Akuntabilitas merupakan bentuk usaha untuk 

mempertanggungjawabkan lembaga amil zakat kepada pemberi amanah.. 

Pertanggungjawaban wajib hukumnya untuk dikelola setiap pribadi maupun Lembaga 

organisasi atas segala tindakannya kepada Allah swt. Arti dan definisi lain atas akuntabilitas 

yakni suatu kewajiban dengan tujuan memberikan pertanggungjawaban atau untuk 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban.
80

 

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Tengah 

yaitu lembaga yang mempunyai fungsi untuk melakukan penghimpunan dana, 

pendistribusian, melakukan fungsi administrasi dan keuangan. Sumber dana keuangan 

LAZNAS BMH berasal dari donasi masyarakat sekitar Jawa Tengah dan lewat online yang 

dihubungi oleh Amil BMH kepada muzakki dalam zakat, infaq dan sedekah. LAZNAS 

BMH juga menjalankan tugasnya pada saat ramadhan, lembaga tersebut melayani para 
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muzakki yang ingin memberikan sedekah melalui program ramadhan dari BMH dan 

melayani para muzakki yang ingin menyalurkan zakatya lewat BMH dan akan disalurkan 

bagi yang berhak atau mustahiq.
81

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dalam menerapkan 

prinsip akuntabilitas pengelolan zakat, LAZNAS BMH telah menetapkan rincian tugas, 

fungsi dan tangggungjawab dari masing-masing divisi yang sudah tercantum pada struktur 

organisasi LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

dari masing-masing divisi sebelumnya penulis telah menjalaskan pada jobdesk struktur 

organisasi pada LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah di atas meliputi : 

1. General Manager 

Didalam struktur LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah, General Manager 

merupakan pimpinan dari lembaga yang Bertanggung jawab atas segala seuatu yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan operasional BMH Perwakilan Jawa Tengah,  

Menjalankan tugas pokok sebagai General manager BMH sesuai dengan prinsip-prinsip 

tugas manajemen dan Menentukan grand strategis BMH Perwakilan Jawa Tengah baik 

untuk jangka pendek maupun dan jangka panjang kedepan serta mewakili BMH 

Perwakilan Jawa Tengah pada acara-acara resmi kelembaga baik internal maupun 

eksternal Hidayatullah. 

2. Kepala Divis Seklem dan SDM 

Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pengembangan pegawai sesuai 

dengan kebutuhan lembaga, merumuskanr sistem perekrutan, pengembangan dan 

penempatan pegawai, mengkoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan program 

pendidikan, pelatihan dan pembinaan SDM dan mengevaluasi hasil kinerja pagawi secara 

menyeluruh bersama atasannya langsung serta merumuskan perencanaan peningkatan 

kesejahteraan karyawan baik material maupun non material. 

3. Kepala Divisi Prodaya dan Seklem 

Divisi ini bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan program dan 

penyelenggaraan pendayagunaan, menyusun perencanaan program kerja dan RAB dan 

pendayagunaan dalam satu tahun, merancang dan mengembangkan program-program 

inovatif sebagai magnet muzaki untuk berdonasi ke BMH dan menentukan arah kebijkan 
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program pendayagunaan sesuai dengan ketetapan grand strategi lembaga yang telah 

dirumuskan serta merumuskan perencanaan program-program pelayanan donatur. 

4. Kepala Divisi Penghimpunan 

Divisi penghimpunan bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan dan 

penarikan donatur rutin dan kotak infaq, menyelenyelenggarakan breafing motifasi dan 

evaluasi harian terhadap staf pengembangan donator rutin dan kotak infaq sebagai upaya 

optimalisasi SDM pengembangan dan membuka komunikasi strategis pada level calon 

donatur tertentu sebagai upaya mempermudah masuknya staf pengembangan melakukan 

closing dan percepatan pertumbuha donatur baru, serta membuat laporan baik secara 

kualitatif dan kuantitatif kegiatan pengembangan dan penarikan donatur dan kotak infaq 

secara berkala kepada kepala cabang. 

5. Kepala Divisi Keuangan 

Divisi Keungan bertanggungjawab terhadap pencatatan aktifitas keluar/masuk 

keuangan lembaga termasuk di dalamnya pengelolaan hutang piutang lembaga, 

menyusun laporan keungan dalam periode bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu 

dibutuhkan oleh menejemen, membuat laporan penarikan donator dan kotak infaq dalam 

periode bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh manajemen dan melakukan 

kalkulasi/perhitungan bonus dan punismen pengembangan dan penghunghimpunan 

berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, menyelenggarakan kegiatan pengarsipan dan 

penyimpanan dokumen penting lembaga, surat masuk-keluar dan bukti-bukti transaksi 

keuanganan. 

Berdasarkan penjelasan tugas dan fungsi dari masing masing divisi dalam LAZNAS 

BMH perwakilan Jawa Tengah tersebut, maka bisa dinyatakan bahwa mereka telah 

melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, pelaksanaan program-programnya juga 

sudah direalisasikan dengan sangat baik. LAZNAS BMH juga sudah memiliki kebijakan 

atau aturan untuk amil dalam menjalankan tugasnya di divisi masing-masing, apa bila ada 

amil yang melanggar akan ada sanksi khusus bagi amil yang lalai atau melanggar dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing divisi, pihak LAZNAS 

BMH Perwakilan Jawa Tengah sudah melaksanakan tugasnya secara baik dan jujur. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya laporan penghimpunan dana ZIS yang sudan diterima 
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akan langsung dicatat sesuai dengan nominal yang lembaga terima. Dalam hal 

pendistribusian juga akan dilakukan pencatatan laporan dana yang telah disalurkan dan juga 

akan mendokumentasikan dalam kegiatan program pendistribusian. Laporan yang sudah 

dibuat juga akan diberikan oleh pihak muzakki setiap bulan lewat majalah bulanan, berita 

dan sosial media dari BMH. 
82

 

Sesudah dilaksanakannya penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dari para 

muzakki, maka dari pihak LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah harus 

mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan zakatnya untuk para muzakki. Laporan dari 

lembaga tersebut diinformasikan kepada muzakki secara bekala setiap tiga bulan. Sebab 

dana yang sudah dihimpun setiap bulannya berbeda-beda dari segi programnya dan 

muzakkinya juga ada yang berbeda pula. 

Setelah adanya laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh LAZNAS BMH 

perwakilan Jawa Tengah, Aminullah juga mengatakan bahwa LAZNAS BMH sudah dan 

selalu melakukan audit terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat lembaga mereka 

selama tiap periode dan juga akan dilaporkan kepada yang berkepentingan. 

Analisis Implementasi Akuntabilitas pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Akuntabilitas yaitu kewajiban dari LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah sebagai 

pengelola dana zakat. Bukti tanggung jawab sebagai pengeloala zakat yaitu dengan 

memberikan laporan secara rutin kepada para masyarakat dan muzakki.berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukaan oleh peneliti bahwa LAZNAS BMH  telah memberikan 

laporan pengelolaan zakat setiap bulan kepada para muzakki namun untuk laporan 

keuangannya masih belum satu bulan sekali. Ada beberapa media yang digunakan oleh 

LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah untuk mempublikasikan kegiatan program kepada 

para muzakki yaitu majalah, sosial media, web resmi pusat dan beberapa media luar seperti 

republika, suara merdeka dan lainnya. Isi majalah yang diberikan kepada para muzakki 

bervariasi seperti laporan kegiatan, pengetehuan agama dan terkadang mencantumkan juga 

laporan keuangan yan telah pihak BMH kelola 

Berikut yaitu pedoman indikaor yang dipakai peneliti dalam menganalisis 

implementasi akuntabilitas pada pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
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Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah. Menurut Sedarmayanti (2007:23) indikator 

akuntabilitas dalam sebuah lembaga yaitu: 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar   prosedur pelaksanaan. 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada 

masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan 

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat
83

 

Indikator tersebut akan dijabarkan oleh peneliti, untuk membahas prinsip 

akuntabilitas yang telah diberlakukan oleh pada pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul 

Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah untuk menjalankan tugasnya dalam hal 

mengolah dana ZIS dari para muzakki. 

1. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan dengan Standar  Prosedur Pelaksanaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bahwa LAZNAS BMH 

Perwakilan Jawa Tengah dalam menjalankan semua jenis programnya telah disesuaikan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BMH yaitu mengenai penghimpunan zakat dan 

pendisribusian zakat khususnya diberikan kepada kaum faqir miskin dan para dhuafa atau 

lebih dikhususkan untuk delapan asnaf sesuai dengan firman Allah pada surat At-taubah 

ayat 60.
84

 

a. Pengimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah 

Dalam proses pengumpulan dana zakat, infa dan sedekah di LAZNAS BMH 

Perwakilan Jawa Tengah dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan cara bisa 

mengambil langsung dari muzakki sesuai permintaan dari muzakki, atau bisa juga 

muzakki memberikan donasinya langsung ke kantor LAZNAS BMH Perwakilan Jawa 

Tengah, atau dengan cara lain yaitu muzakki mengririmkan donasina melalui rekening 

BMH  yang sudah terdaftar. BMH juga menyebar kencleng atau kotak ke beberrapa 
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toko dan perumahan dan nantinya akan ada petugas atau amil yang mengambil setelah 

satu bulan. 

Dalam menjalankan fungsi administrasi dan keuangan, muzakki yang telah 

melakukan atau memberikan donasinya baik itu zakat, infaq maupun sedekah akan 

dicatat dan didokumentasikan oleh pihak LAZNAS BMH yaitu berupa kwitansi. 

Kwitansi tersebut bisa berupa dalam bentuk cetak untuk yang bertemu langsung 

dengan donatur dan bisa berupa digital bagi muzakki yang mengirimkan donasinya 

melalui rekening. Dan dana yang sudah dikumpulkan akan dicatat sesuai dengan jenis 

akadnya. Selain mencatat dana yang sudah dikumpulkan LAZNAS BMH juga 

menyediakan laporan program dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

untuk masyarakat dan muzakki atau pihak yang memiliki kepetingan. Setela dana 

berhasil dikumpulkan, maka setelah itu aka disalurkan kepada delapan asnaf 

berdsarkan prioritas dari kebutuhan mustahiq dan selain itu juga ada dana bantuan 

untuk program yang sudah ditetapkan oleh pihak LAZNAS BMH di SOP lembaga 

juga sudah dijelaskan peosedurnya yaitu : 

1) Penyetor menyiapkan dana yang diterima dan dokumen kwitansi yang dibuat 

2) Dana dan dokumen diberikan kepada kasir 

3) Kasir melakukan pengecekan dana dan dokumen 

4) Jika dana dan dokumen sudah sesuai, kasir melakukan buku kas terlebih dahulu 

kemudian menyerahkan menyerahkan dana dan dokumen kepada Accounting. 

5) Accounting mengimput data transaksi dipenjurnalan dan arsip dokumen 

6) Arsip 

b. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah 

Penyaluran dana zakat, Infaq dan sedekah yang dijalankan oleh LAZNAS 

BMH perwakilan Jawa Tengah dilakukan lewat program-program yang telah 

ditetapkan oleh pihak BMH sendiri. Program-programnya meliputi program 

pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial. Namun akan tetapi mengenai proses 

pendistriusian zakat, infaq dan sedekah, tetap menganut atau mengacu pada Al-quran  

dikhususkan untuk delapan asnaf sesuai dengan firman Allah pada surat At-taubah 

ayat 60, untuk mustahik juga boleh mengajukan proposal kegiatan kepada pihak BMH, 

namun tetap ada prosedur yang harus ditaati yaitu: 
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1) Mustahik mengajukan proposal, proposal dapat berupa softcopy maupun hardcopy 

2) Proposal diterima oleh resepsionis dalam bentuk hardcopy dan dicatat dibuku tanda 

terima proposal 

3) Resepsionis menyampaikan bukti penerimaan proposal kepada pemohon 

(mustahik) dan kepada admin prodaya beserta pengajuan proposalnya 

4) Admin prodaya mencatat proposal masuk ke dalam database 

5) Admin prodaya menyampaikan pengajuan proposalnya kepada tim komite 

penyaluran 

6) Komie penyaluran melakukan analisa teradap pengajuan proposal paling lambat 

tujuh hari kerja, kemudian menahsilkan rekomendasi dan disampaakan kepada 

admin prodaya 

7) Setelah admin prodaya mendapat rekomendasi dari tim komite penyaluran, admin 

prodaya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon/mustahik baik 

ditolak maupun diterima 

8) Untuk rekomendasi yang diterima pengajuan proposalnya, admin prodaya membuat 

BKK pencairan kemudian disampaikan kepada keuangan untuk memproses 

pencairannya
85

 

Dan pendistribusian zakat untuk non konsumtif akan disalurkan dari bentuk 

program-program kegiatan yang termasuk program pendidikan yakni memberikan 

biaya sekolah kepada siswa yang kurang mampu dengan nama beasiswa anak 

Indonesia, dan pendidik hebat dan memberikan bantuan tunjangan serta melakukan 

peIatihan untuk para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dalam bidang 

dakwah dengan menempatkan juru dakwah di masyarakat pedalaman, terpencil dan 

kepulauan terluar agar menuju kemuliaan dan kesejahteraan dengan program muallaf 

pedalaman, wahana dakwah, kafalah da‟i, umroh da‟i dan rumah quran. Untuk bidang 

ekonomi dari penanggungjawab ekonomi terdapat program mandiri  yang membantu 

individu ataupun kelompok agar mempunyai ekonomi yang Iebih baik dengan 

beberapa program meliputi sekolah ibu hebat, warung berkah, pemberdayaan dan 

pesantren berdaya dan dalam bidang sosiaI. Untuk program ini dikemas daIam bentuk 

program yang di beri nama “Sahabat Peduli”. Dalam Program sahabat peduli ini 
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merupakan peduIi untuk kemanusiaan yang  memberikan aIternatif soIusi dan mitigasi 

pada reaIitas persoaIan sosiaI kemasyarakatan dan kemanusiaan yang terjadi didaIam 

maupun diIuar negeri baik karna dari segi ekonomi kurang mampu ataupun bencana. 

2. Adanya Sanksi yang ditetapkan pada Setiap KesaIahan atau KeIaIaian daIam 

Pelaksanaan Kegiatan. 

Pihak LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah sudah memiliki sanksi khusus 

untuk pihak atau amil yang lalai dan melanggar dalam  menjalankan tugasnya, semuanya 

sudah diatur dan ada prosedurnya di dalam SOP lembaga meliputi : 

1) Atasan melakukan penilaian terhadap amil anggotannya 

2) Hasil penilaian amil yang dilakukan atasan selanjutnya akan disampaikan kepada 

pihak SDM 

3) SDM menentukan hasil reward atau sanksi sesuai dengan kebijakan yang sudah ada 

4) SDM membuat memo keputusan dan selanjutnya disampaikan kepada amil yang 

bersangkutan 

Setelah teridentifikasi amil tersebut melakukan kesalahan atau melanggar 

peraturan dalam menjalankan tugasnya yang sudah diamanhkan, maka amil tersebut akan 

menerima surat peringatan dari atasan sesuai dengan prosedur yan sudah berlaku yaitu: 

1) Atasan memberikan laporan dengan mengisi formulir laporan pelanggaran amil dan 

memberikan formulir tersebut kepada pihak SDM 

2) Pihak SDM memverifikasi data, jika sesuai fakta pihak SDM akan membuat panggilan 

kepada amil yang bersangkutan 

3) Setelah surat penggilan diterima, amil melakukan bimingan konseling kepada pihak 

SDM 

4) Setelah pihak SDM memberikan bimbingan konseling kepada pihak amil yang 

bersangkutan maka pihak SDM akan memberikan keputusan antara SP atau PHK 

5) Jika keputusan pihak SDM tidak mengeluarkan SP atau PHK maka SDM akan 

mengeluarkan surat teguran kepada amil yang bersangkutan 

6) Jika keputusan pihak SDM mengeluarkan SP, maka SDM akan membuat surat pakta 

integritas dan SP kepada amil yang bersangkutan 
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7) Jika surat SP sudah diberikan lebih dari tiga kali, maka pihak SDM akan 

mengeluarkan surat PHK kepada amil yang bersangkutan
86

 

3. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dari Kegiatan PenyeIenggaraan Negara 

Untuk Masyarakat Berdasrkan dengan Peraturan-peraturan Perundang-undangan. 

Baitul MaaI HidayatuIIah dididirikan pada tahun 2001 menjadi Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) Nasional seteIah mendapatkan SK Mentri Agama No. 538 dan pada tahun 

2015 BMH ditetapkan kembali sebagai LAZNAS oIeh Kementerian Agama dengan 

dikeIuarkannya SK No. 25 tahun 2015 berdasarkan dengan ketentuan UU zakat No. 

23/2011. Bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah harus dan wajib melaporkan 

segala jenis kegiatan pengelolaan dananya berdasarkan dengan PSAK 109 mengenai 

akuntansi zakat yang didalamnya membahas meliputi : 

1) Laporan posisi keuangan (neraca) 

2) Laporan perubahan dana 

3) Laporan perubahan aset kelolaan 

4) Laporan arus kas  

5) Catatan atas laporan keuangan 

Pihak LAZNAS BMH mengaku telah mengimplementasikan PSAK 109 

mengenai akuntansi zakat. Akan tetapi pihak LAZNAS BMH hanya memberikan laporan 

keuangannya sebagian saja kepada peneliti yaitu laporan posisi keuangan dan laporan 

perubahan dana saja. Pihak LAZNAS BMH berasalan bahwa untuk laporan keuangan 

yang lainnya untuk kebutuhan internal saja dan bagi yang ingin meneliti di lembaga 

tersebut laporan keuangannya akan diberikan namun ada beberapa yang dibatasi. 

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat 

Dalam hal Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak dari 

pengeloIa zakat bisa diketahui dari banyak muzakki dan jumlah nominal yang 

didonasikan kepada pihak LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil 

wawancara dari pihak LAZNAS BMH, Yusron mengungkapkan bahwa tingkat 

kepercayaan masyarakat meningkat, karena bisa dilihat dari jumlah dana yang dihimpun 

bertambah dan jumlah muzakkinya bertambah, karena pihak LAZNAS BMH selalu 
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melakukan terobosan-terobosan baru untuk menarik kepercayaan dari masyarakat. Ketika 

pandemi corona pihak BMH melakukan terobosan baru dengan cara menawarkan 

program-programnya melalui sosial media atau yang sering disebut dengan marketing 

online. Pihak amil BMH akan mencari data para calon donatur baik melalui WhasApp, 

Instagram ataupun Facebook. 
87

 

Pihak LAZNAS BMH akan menawarkan beberapa program dan menyediakan 

beberapa konsultasi keagamaan sehinga para calon muzakki mulai tertarik untuk 

mengeluarkan zakatnya atau infaqnya dan mempercayakannya untuk pihak BMH yang 

mengelola dananya. Kemudian setelah muzakki memberikan donasinya akan diberikan 

kwitansi sebagai bukti tanda terima dan para muzakki setelah itu juga akan diberikan 

layanan khususnya keagamaan dan diberikan laporan pertanggungjawaban program 

berupa majalah dan berita program dari beberapa media. Sehingga muzakki di LAZNAS 

BMH dari tahun ketahun mulai bertambah terlebih pada beberapa tahun belakangan ini 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat 

Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip 

akuntabilitas, hal ini sudah dijelaskan dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan 

dengan standar prosedur pelaksanaan yang ada di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa 

Tengah dan adanya laporan mengenai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan 

program untuk masyarakat, namun untuk laporan keuangannya masih belum sesuai 

dengan ketentuan yang ada yaitu PSAK 109, karena laporan keuangan yang diberikan 

kepada peneliti hanya berupa laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana saja. 

Akan tetapi dengan bertambahnya muzakki beberapa tahun belakangan, hal tersebut 

merupakan salah satu bukti nyata bahwa meningkatnya kepercayaan dari masyarakat 

kepada pihak LAZNAS BMH. Pihak LAZNAS BMH juga sudah menerapkan prosedur 

adanya sanksi khusus yang ditetapkan ketika setiap adanya kesalahan atau pelanggaran 

dari semua amil dalam melaksanakan tugasnya. 

B. Implementasi Transparansi pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Transparansi memiliki arti keterbukaan sebuah lembaga dalam mengungkapkan 

informaskepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai suatu kegiatan pengelolaan 

sumber daya publik. Lembaga dalam konteks ini adalah lembaga amil zakat agar 
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lembaga tersebut menyampaikan informasi pengelolaan baik dalam hal keuangan, 

kebijakan, program dan  pelaksanaannya kepada para pemangku kepentingan yaitu para 

muzakki. Adanya transparansi sebab keterbukaan kebijakan bagi pengawas, pengawasan 

yang dimaksud  yaitu pengawasan oleh publik utamanya para muzakki selaku pemberi 

dana, sedangkan yang dimaksud informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan setiap 

aspek lembaga yang dapat di jangkau oleh publik
88

. 

LAZNAS BMH merupakan sebuah lembaga pengelola zakat berskala Nasional 

bersdasarkan SK MENAG No. 538 Th. 2001. Pada tanggaal 11 Januari 2016. LAZNAS 

BMH berdiri dan berkembang sebab kepercayaan dari publik masyarakat , sebagai 

lembaga yang menghimpun mengumpulkan dana dari para muzakki sudah seharusnya 

mempertanggungjawabkan dana yang mereka himpun kepada publik dan yang 

berkepentingan secara transparan. Dengan adanya Transparansi tersebut, rasa 

kepercayaan masyarakat akan terbangun terhadap lembaga ini dan rasa curiga akan 

hilang, maka penerapan transparansi terhadap lembaga sangatlah penting. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan prinsip 

transparansi pada LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah dapat dilihat melalui adanya 

informasi mengenai pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah yang dapat mudah dipahami 

dan tentunya gampang di akses oleh masyarakat utamanya oleh muzakki yang 

memberikan dana. Informasi yang dimaksud disini yaitu berupa dana ZIS yang telah 

mereka kumpulkan satu tahun yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk program 

kegiatan yang telah mereka rencanakan. Muzakki membutuhkan informasi transparansi 

oleh karena itu LAZNAS BMH wajib memberikan informasi secara tepat waktu sesuai 

ketentuannya yaitu setiap bulan. Informasi yang mereka berikan harus jelas dan sesuai. 

Informasi dari LAZNAS BMH yang telah diberikan kepada pihak muzakki akan lebih 

diperjelas melalui pendistribusian dana zakat melalui program kegiatan dari BMH. 

Setiap penyaluran dalam hal kegiatan dana ZIS, Lembaga amil zakat Nasional BMH 

tidak hanya berkerja sendiri, akan tetapi berkerja sama dengan gerai –gerai BMH lain di 

beberapa kota khusunya di provinsi jawa tengah terkait penyaluran dana zakat dibeberapa 
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wilayah jawa tengah, seperti dengan BMH gerai Demak, BMH Kudus, BMH gerai Pati dan 

gerai lainnya, untuk mengetahui kondisi wilayah tersebut terkai program yang akan 

disalurkan. Selain itu setiap dalam kegiatan penyaluran program selalu diliput oleh beberapa 

lini media masa seperti Majalah mulia BMH, media republika, media koran tribun jateng 

dan situs web resmi BMH pusat serta BMH selalu mengunggah terkait penyaluran program 

melalui media sosial mereka masing-masing seperti instagram dan facebook. Semua itu 

bertujuan agar lebih memudahkan masyarakat khususnya muzakki agar bisa mengakses 

laporan pertanggungjawaban mengenai penyaluran dana ZIS lewat beberapa program yang 

telah dilakukan oleh LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah, agar para muzakki dapat 

mempercayai LAZNAS BMH untuk mengelola dana ZIS yang sudah Muzakki berikan 

untuk BMH.
89

 

LAZNAS BMH disini menyediakan informasi  mengenai pengelolaan zakat yang 

didalamnya tentang penghimunan dan pendistribusian. Berkaitan dengan proses 

penghimpunan, LAZNAS BMH menghimpun dana ZIS dengan dua cara yaitu pertama lewat 

online, Amil menawarkan dan menjelaskan program-program kepada calon muzakki lewat 

aplikasi Whatsaap dan sosial media lainnya. Kedua lewat offline, Amil BMH biasanya 

menawarkan dan menjelaskan berkaitan program ZIS langsung menemui calon Muzakki dan 

BMH juga menyediakan kotak kencleng sedekah untuk di letakkan dipertokoan dan 

perumahan dimasing-masing wilayah khususnya di Jawa Tengah. Berikut daftar 20 gerai 

BMH yang ada di wilayah Jawa Tengah yang bersinergi menghimpun dana ZIS dari para 

Muzakki untuk disalurkan kepada yang berhak. 

  

                                                           
89

 Yusron, Hasil wawancara, Semarang 12 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB 



67  

 

Tabel 4.1 

Jejaring BMH di Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LAZNAS BMH Jawa Tengah                         

Kemudian setelah dilakukannya penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah dari 

para muzakki, dan kemudian melakukan pendistribusian melalui Program-program BMH, 

LAZNAS wajib memberikan laporan tentang penghimpunan dan pendistribusian dana lewat 

laporan pertanggungjawaban yang didalamnya meliputi laporan anggaran keuangan setiap 

bulannya, didalamnya meliputi daftar muzakki dan mustahiq dan laporan pendistribusian 

dana zakat. Namun untuk laporan keuangannya BMH melaporkannya selama tiga bulan 

sekali di majalah bersamaan dengan BMH melaporkan ke BAZNAS dan Kemenag. Namun 

apabila ada muzakki yang meminta laporan keuangan tersebut diwaktu tertentu, pihak BMH 

bersedia untuk memberikannya kepada para muzakki. untuk daftar muzakki juga tidak 

dipublikasikan karena dianggap sebagai privasi bagi muzakki. 

LAZNAS BMH dalam melaksanakan tugasnya tentunya berdasarkan kebijakan yang 

telah menjadi pedoman lembaga tersebut, kebijakan tersebut hanya pihak pengelola saja 

yang membuatnya tanpa adanya campur tangan oleh para muzakki. namun kebijakan 

tersebut dibuat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011yang membahas mengenai pengelolan 

No Gerai BMH No Gerai BMH 

1 BMH Demak 11 BMH Brebes 

2 BMH Pati 12 BMH Ungaran 

3 BMH Semarang 13 BMH Grobogan 

4 BMH Kudus 14 BMH Tegal 

5 BMH Jepara 15 BMH Solo 

6 BMH Rembang 16 BMH Sukoharjo 

7 BMH Blora 17 BMH Kebumen 

8 BMH Pekalongan 18 BMH Salatiga 

9 BMH Kendal 19 BMH Pemalang 

10 BMH Boyolali 20 BMH Sragen 
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zakat dan dibikin secara tertulis oleh LAZNAS BMH. Kebijakan itu sudah diinformasikan 

kepada para muzakki lewat pemberitahuan buku panduan praktis LAZNAS BMH yang 

didalamnya membahas juga Visi dan Misi LAZNAS BMH. Penjelasan mengenai ZIS 

(pengertian, cara menyalurkan zakat, macam-macam, nishab, waktu, niat dan doa 

mengeluarkan zakat serta pengumpulan, penyaluran dan pendampingan bagi muzakki). 

beberapa amil yang sudah ditugaska untuk melayani bagi para muzakki. 

Analisis Implementasi Transparansi pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Transparansi mempunyai arti yaitu  keterbukaan organisasi untuk memberikan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengeIoIaan sumber daya pubIik untuk pihak-

pihak yang mendapat  pemangku kepentingan. Transparansi juga merupakan adanya 

penjeIasan dari manajemen organisasi sektor pubIik mengenai aktivitas, kegiatan dan 

kebijakan yang sudah dan sedang diIakukan dengan sumber daya yang digunakannya
90

. 

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk transparansi merupakan suatu 

prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoIeh informasi 

mengenai penyelenggaraan sebuah lembaga dengan maksud lain transparansi bisa diartikan 

sebagai keterbukaan dalam menjalanakan sebuah proses kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan zakat dari program-program lembaga kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi.  

Berikut yaitu pedoman indikaor yang dipakai peneliti dalam menganalisis 

implementasi transparansi pada pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah. Menurut Buku Pedoman AkuntabiIitas PengeIoIaan 

Bantuan Kemanusiaan di Indonesia (2011:43) suatu indikator transparansi dalam sebuah 

lembaga yaitu: 

1. Adanya informasi yang gampang  dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara 

peIaksanaan, bentuk bantuan maupun program) 

2. Adanya pubIikasi dan media mengenai proses kegiatan dan  detaiI keuangan (termasuk 

jumIah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oIeh umum, dan khususnya 

masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang Iain 
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3. Adanya Iaporan berkaIa mengenai pendayagunaan sumber daya daIam perkembangan 

proyek yang dapat diakses oIeh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan 

pemangku kepentingan yang  lain
91

 

Indikator tersebut akan dijabarkan oleh peneliti, untuk membahas prinsip 

transparansi yang telah diberlakukan oleh pada pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul 

Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah untuk menjalankan tugasnya dalam hal 

mengolah dana ZIS dari para muzakki. 

1. Adanya Informasi Yang Mudah Dipahami Dan Mudah Diakses (Dana, Rentang 

Waktu, Cara Pelaksnaan, Bentuk Bantuan/Program) 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilaksanakan oleh penulis pada LAZNAS 

BMH perwakilan Jawa Tengah, bahwa LAZNAS BMH sudah menyediakan informasi 

yang gampang dipahami dan mudah diakses untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai 

dengan indikator penerapan prinsip transparansi LAZNAS BMH perwakilan Jawa 

Tengah yaitu memberikan informasi yang memadai, tepat waktu dan bisa diakses oleh 

pihak yang berkepentingan lebih khusunya untuk muzakki selaku pemberi dana, telah 

dipaparkan bahwa informasi tersebur meliputi dana zakat yang telah dihimpun selama 

periode tertentu yang selanjutnya akan disalurkan  dalam bentuk program kegiatan dari 

BMH. Tentunya para muzakki membutuhkan transparansi dalam bentuk informasi maka 

dari itu BMH wajib memberikan informasi yang jelas , tepat waktu dan tentunya akurat 

serta bisa mudah diakses masyarakat, muzakki, pemerintah sesuai dengan haknya. 

Informasi tersebut yang akan diberikan dari pihak LAZNAS BMH nantinya akan lebih 

diperjelas lewat penyaluran dana zakat melalui kegiatan program dari BMH. 

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidyatullah  perwakilan Jawa Tengah 

telah menyediakan informasi mengenai pengelolaan zakat yang berupa penghimpunan 

dan penyaluran. Dalam proses pengumpulan dana LAZNAS BMH mengumpulkan dana 

zakat. Infaq dan sedekah bersinergi dengan 20 gerai BMH yang ada di wilayah Jawa 

Tengah. Dalam proses penghimpunan tersebut, dilaksanakan dengan cara menerima atau 

mengambil baik secara lasngsung menemui muzakki atau lewat jejaring sosial media 
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seperti WhatsApp, Facebook atau lainnya
92

. Daftar gerai BMH tersebut sudah 

dicantumkan dalam tabel 4.1 dan untuk penyaluran program juga sudah dijelaskan lewat 

beberapa program dari BMH Yaitu. 

1. Program Dakwah 

lewat program yang deberikan nama “Dai Tangguh” merupakan program 

dengan menempatkan ahli dakwah , untuk diwaktu tertentu dilokasi dakwah, 

sebagai agent of change dimasyarakat pedaIaman, terpenciI dan kepuIauan terIuar 

supaya bebas dari minimnya imu dan kemiskinan dengan kemuIiaan dan tentunya 

kesejahteraan. Dan ketika tahun 2021 LAZNAS BMH sudah menyaIurkan dana 

sebanyak RP. 592.824.918 daIam program ini. 

2. Program Pendidikan  

DaIam program dibidang pendidikan terdapat suatu program yang diberi 

nama “Senyum Anak Indonesia”. Program yang bertujuan untuk membangun dari 

sisi intektuaIitas dan spirituaI untuk anak Indonesia dengan bentuk pendidikan, 

untuk merealisasikan para generasi masa depan yang bisa ungguIkan dan tentunya 

berkah. Dan totaI dana yang sudah disalurkan LAZNAS BMH pada tahun 2021 

melalui program ini adalah sebanyak RP. 863.083.600.  

3. Program Ekonomi  

Pada program ekonomi ini terdapat program mandiri dengan tujuan untuk 

membantu individu maupaun keIompok supaya memiIiki ekonomi bisa Iebih baik 

dan di tahun 2021 LAZNAS BMH telah menyalurkan dana melalui program ini 

dengan total RP. 450.000. Program ekonomi BaituI MaaI Hidayatullah menunjuk 

seorang dai menjadi motivator, pelaku pemberdaya serta pendidik untuk individu 

dan kelompok suoaya terciptanya integritas, semangat, spirituaI dan mentaIitasnya 

untuk memiIiki penghasiIan yang berkah meIalui pemberdayaan ekonomi 

prooduktif. 

4. Program SosiaI 

DaIam kesenjangan sosiaI  dimasyarakat Indonesia pastinya akan 

berdampak baik secara Iangsung ataupun tidak Iangsung berpengaruhi dengan 

tingkat kesejahteraan dari sebagian masyarakat yang  kurang mampu. untuk 
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program ini terbentuk dalam program yang diberinama “Sahabat Peduli”. Program 

sahabat peduIi merupakan peduIi atas kemanusiaan yang telah  memberikan 

aIternatif soIusi dan mitigasi pada reaIitas permasalahan sosiaI kemasyarakatan 

dan kemanusiaan yang telah terjadi didaIam ataupun diIuar negeri baik karna 

kurang mampunya ataupun bencana. Dan pada tahun 2021 LAZNAS BMH telah 

menyalurkan dana melalui program ini dengan total RP. 2.401.765.629.  

BaituI MaaI HidayatuIIah diresmikan pada tahun 2001 sebagai Lembaga AmiI 

Zakat (LAZ) NasionaI seteIah memperoleh SK Mentri Agama No. 538 dan pada 

tahun 2015 BMH dikukuhkan kembaIi sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama 

dengan dikeluarkannya SK No. 25 tahun 2015 sesuai dengan ketentuan UU zakat No. 

23/2011. Bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah harus dan wajib 

memberikan laporan segala jenis kegiatan pengelolaan dananya sesuai dengan PSAK 

109 mengenai akuntansi zakat yang didalamnya membahas yang meliputi : 

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Laporan ini mnyediakan aset, kewajiban dan dana. Ada 4 pengeIompokan 

dana yaitu sebagai berikut: 

a. Dana zakat adaIah bagian non amil berasaI dari penerimaan zakat 

b. Dana infaq dan sedekah adaIah bagian non amiI berasal dari penerimaan infaq dan 

sedekah 

c. Dana amiI adaIah bagian atas dana zakat, infaq dan sedekah serta dana Iain yang  

dari pemberi dana ditujukan untuk amil. Dana amiI digunakan untuk pengeIoIaan 

amiI. 

d. Dana non haIaI adaIah seluruh penerimaan dari sebuah kegiatan yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah, antara Iain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasaI 

dari bank konvensionaI. Penerimaan non haIaI pada dasarnya terjadi daIam kondisi 

darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oIeh Lemabaga syariah sebab secara 

prinsip diIarang. Penerimaan non haIaI dinyatakan sebagai dana non haIaI, yang 

dibedakan dari dana zakat, dana infaq dan sedekah dan dana amiI. Aset non haIaI 

disaIurkan berdasarkan dengan syariah.   
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2. Laporan Perubahan Dana 

Laporan perubahan dana merupakan Iaporan yang menyediakan 

pengumpulan  dan penyaIuran atau penggunaan sumber dana atas suatu periode 

tertentu. Laporan perubahan dana menyediakan semua jenis dana yang mempunyai 

ketentuan tertentu sehingga harus dilaporkan sebagai suatu biaya tersendiri. Laporan 

perubahan dana melingkupi  pengumpulan, penyaIuran ataupun pemanaatan, 

keuntungan defisit, saIdo awa dan saIdo akhir dari masing-masing dana serta jumIah 

saIdo akhir keseIuruhan. 

3. Laporan Perubahan Aset KeIoIaan 

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan Iaporan yang menerangkan 

perubahan dana saIdo atas jumlah dan niIai aset keIoIaan, baik dari segi aset Iancar 

keIoIaan ataupun tidak Iancar untuk dari masing-masing jenis dana seIama suatu 

periode tertentu. 

4. Laporan Arus kas 

Laporan arus kas harus meIaporkan kas seIama periode tertentu dan 

dikIasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu laporan yang harus 

disediakan secara terstruktur. Semua pos daIam Iaporan posisi keuangan, Iaporan 

sumber dan penggunan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi 

yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. 

Setelah terlaksananya penghimpunan dan penyaluran, pihak LAZNAS BMH 

Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan penyaluran zakat lewat beberapa program 

kegiatan dan wajib membuatkan laporan terhadap dana yang sudah dihimpun dan 

disalurkan untuk para mustahiq. berdasarkan penelitian yang telah dilaksankan oleh 

peneliti. Aminullah mengungkapkan bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

telah menerapkan PSAK 109 pada pencatatan laporan keuangan mereka. Akan tetapi 

dalam hal penerapan tersebut belum sempurna, masih terbatas hanya meliputi laporan 

perubahan dana dan laporan posisi keuangan selama periode tertentu. 
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2. Adanya Publikasi dan Media Mengenai Proses Kegiatan dan Detail Keuangan 

(Termasuk Jumlah Donasi dan Nama Pemberi Donasi) yang dapat Diakses Oleh 

Umum dan Khususnys Masyrakat Penerima Bantuan dan Pemangku Kepentingan 

yang lain. 

Setelah adanya penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah dan juga ada dana 

yang telah didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, maka dari itu LAZNAS BMH 

Perwakilan Jawa Tengah harus mempertanggungjawabkannya dengan melalui pembuatan 

laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan anggaran keuangan dan laporan 

pendistribusian dana zakat. Laporan penghimpunan dana zakat dan pendistribusiannya 

sudah disajikan secara detail oleh BMH, akan tetapi untuk nama-nama pemberi donasi 

tidak dicantumkan karena dianggap sebagai privasi untuk muzakki. namun para muzakki 

yang telah memberikan donasinya ke LAZNAS BMH akan diberikan kwitansi resmi dan 

majalah dari BMH sebagai tanda bahwa donasinya sudah diterima, baik muzakki secara 

offline maupun online, bagi muzakki yang melalui online akan diberikan kwitansi dan 

majalah dalam bentuk digital. 

Setiap laporan kegiatan pendistribusian dana zakat selalu dipublikakasikan lewat 

majalah bulanan dari BMH yang nantinya akan serahkan secara langsung untuk muzakki 

baik secara cetak dan digital untuk donatur online. Selain melalui majalah bulanan BMH 

juga mempublikasikan kegiatanyya melalui sosial media instagram, facebook dan 

lainnya, BMH juga mempublikasikan melalui web resmi dari BMH pusat dan juga 

melalui media online dan koran. Hal tersebut menunjukan bahwa LAZNAS BMH 

Perwakilan Jawa Tengah telah mengimplementasikan prinsip transparansi. 

Namun Transparansi yang dilakukan oleh LAZNAS BMH Perwakilan Jawa 

Tengah bagi peneliti masih dirasa, sebab karena seperti yang disampaikan oleh Yusron 

bahwa LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah belum memilik web resmi sendiri, 

selama ini masih mempublikasikan melalui web dari pusat. Dan untuk laporan 

keuangannya BMH melaporkannya selama tiga bulan sekali di majalah bersamaan 

dengan BMH melaporkan ke BAZNAS dan Kemenag. Namun apabila ada muzakki 

meminta untuk melaporkan anggaran dana sebulan sekali, pihak BMH bersedia untuk 

memberikannya kepada para muzakki.
93
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3. Adanya Laporan Berkala Mengenai Pendayagunaan Sumber Daya Dalam 

Perkembangan Proyek yang dapat Diakses oleh Umum dan Khususnya Masyarakat 

Penerima Bantuan dan Pemangku Kepentingan yang lain 

LAZNAS BMH perwakilan Jawa Tengah memang sudah mempertanggung 

jawabkan semua pengelolaan zakat yang sudah pihak lembaga himpun. Melalui laporan 

penditribusian dan laporan keuangan dana zakat secara berkala yaitu setiap bulan sekali 

untuk laporan pendistribusian program meliputi majalah dan lain-lain  dan untuk laporan 

keuangan keuanga tiga bulan sekali disesuaikan bersama laporan ke Kemenag dan 

BAZNAS dan laporan tersebut akan langsung diberikan kepada para muzakki. dalam 

laporan mengenai perkembangan proyek dan perkembangan program juga telah 

dilaporkan. Pihak LAZNAS BMH melaporkannya melalui sosial media meliputi 

Instagram, Facebook, WhatsApp dan web resmi dari pusat. Pihak LAZNAS BMH 

mengemas laporan tersebut dalam bentuk video atau pamflet yang berisikan 

perkembangan proyek dan kegiatan program. 

Dengan terciptanya transparansi akan bisa memperoleh dampak yang baik untuk 

pengawasan dari muzakki kepada lembaga. Pastinya hal tersebur akan bisa 

mempengaruhi serta mendorong para muzakki dalam memilih lembaga zakat yang 

mereka percayai. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Pihak 

LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah telah menyediakan informasi berkaitan dengan 

dengan dana, cara pelaksanaan, dan program yang akan mereka laksanakan dan tentunya 

inormasi yang disediakan mudah dipahami dan di akses melalui LAZNAS BMH secara 

lansgsung atau melalui majalah bulanan dari BMH. Namun akan tetapi semua hal yang 

tersebut masih dirasa kurang. Sebab belum adanya web resmi dari LAZNAS BMH 

Perwakilan Jawa Tengah tersendiri, web yang dipakai masih gabung dengan web pusat 

dari seluruh BMH di Indonesia. Pelaporan keuangan yang dilaporkan ke muzakki pun 

masih tiga bulan sekali mengikuti pelaporan ke BAZNAS dan Kemenag Jawa Tengah. 

Meskipun  disetiap waktu apabila ada muzakki yang meminta laporan keuangannya, 

pihak BMH akan mengirimkannya.  

Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dalam 

hal implementasi tolak ukur LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah dinyatakan 

transparan yang sangat erat kaitanyya dengan kejujuran, amanah dalam menyampaikan 
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informasi. Dalam islam konsep transparansi juga erat kaitannya dengan sikap kejujuran. 

Dalam memberikan informasi, sebuah lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun 

hal yang boleh ditutup-tutupi dari muzakki mengenai laporan dari sebuah lembaga, 

terlebih sebagai lembaga sosial yang mengatas namakan kemanusiaan. Sehingga muzakki 

akan lebih berhati-hati dan selektif untuk memilih dan mempercayakan dananya yang 

sudah mereka berikan kepada lembaga tersebut. Kepercayaan tersebut tentunya juga akan 

lebih memajukan sebuah lembaga dan menjadi pilihan utama para muzakki untuk 

mendonasikan zakatnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

keseluruhan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Implementasi Akuntabilitas pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Dalam hal akuntabilitas, LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah juga sudah 

menerapkan prinsip akuntabilitas, hal tersebut sudah dijelaskan dengan adanya 

kesesuaian antarar pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang telah dibuat 

oleh LAZNAS BMH dan tentunya juga ada laporan pertanggungjawaban dari 

pelaksanaan kegiatan program untuk masyarakat dan khususnya untuk para muzakki 

selaku pemberi dana. Pihak LAZNAS BMH juga sudah menerapkan prosedur adanya 

sanksi khusus yang ditetapkan ketika setiap adanya kesalahan atau pelanggaran dari 

semua amil dalam melaksanakan tugasnya. Dengan bertambahnya muzakki beberapa 

tahun belakangan, hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa meningkatnya 

kepercayaan dari masyarakat kepada pihak pengelola zakat yaitu LAZNAS BMH. Pihak 

BMH juga telah melakukan audit terhadap laporan keungannya dan telah menerapkan 

PSAK 109 namun akan tetapi pihak LAZNAS BMH laporan keuangan yang diberikan 

kepada peneliti hanya berupa laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana saja. 

2. Implementasi Transparansi pada LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Untuk mengenai transparansi, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah telah menerapkan prinsip transparansi dalam 

melaksanakan pengelolan zakatnya. Dana zakat yang telah dikumpulkan kemudian akan 

dicatat melalui laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran selama periode tertentu. 

Laporan yang telah dibuat merupakan dalam bentuk pertanggungjawaban dari pihak 

LAZNAS BMH kepada masyarakat khususnya para muzakki selaku pemberi dana, dan 

laporan pertanggungjawaban tersebut selalu diberikan kepada para muzakki setiap 

bulannya dalam bentuk majalah bulanan dan berita dari beberapa media masa dan sosial 

medianya, namun untuk laporan anggaran atau laporan keuangan dilaporkan ke muzakki 

setiap tiga bulan sekali bersamaan dengan laporan kepada pihak BAZNAS dan kemenag. 

Akan tetapi hal tersebut juga masih dirasa kurang, karena pihak BMH belum mempunyai 
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web resmi sendiri, web yang digunakan masih web resmi dari pusat, hal tersebut justru 

bisa lebih memudahkan dalam dalam memberikan laporan pengelolaan zakat kepada para 

muzakki. pihak BMH juga menyediakan layanan mengenai keagamaan dan tata cara 

mengeluarkan zakat dan memiliki prosedur lembaga untuk diterapkan dalam menjalankan 

tugasnya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Penulis bermaksud memberikan saran-saran yang diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang paling penting terutama bagi 

semua lembaga zakat seperti LAZNAS BMH ini, sehingga wajib dan harus bisa 

diterapkan dari semua indikatornya dengan sangat baik oleh semua lembaga termasuk 

LAZNAS BMH. Hal tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban atas kepercayaan yang 

telah diberikan para muzakki untuk mengelola dana yang sudah dihimpun. LAZNAS 

BMH juga harus melakukan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 

109 mengenai akuntansi zakat yang didalamnya membahas tentang laporan posisi 

keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dengan adanya kesesuaian laporan 

keuangan dengan standar yang ada akan bisa lebih memudahkan bagi pihak muzakki 

untuk melakukan pengawasan kepada pihak yang sudah muzakki percaya. Selain itu 

pihak LAZNAS BMH juga harus melakukan pelaporan keuangan setiap satu bulan sekali 

kepada para muzakki agar lebih meyakinkan muzakki bahwa dana yang tela diberikan 

sudah dikelola dengan baik oleh BMH. Dengan diterapkananya kedua indikator prinsip 

transparansi tersebut bisa menjadi daya tarik minat masyarakat untuk menyalurkan 

zakatnya melalui LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menutupi keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini baik dengan menambah jumlah informan untuk memperoleh banyak 

lagi informasi secara lengkap, dan alangkah baiknya juga menambah informan dari 
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pihak donatur/muzakki di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah agar mendapat 

mendapat jawaban yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penusunan 

skripsi dengan judul: “Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dana pada 

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah”. 

Pembahasan dalam skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata 

sempurna. Karena keterbatasan kemampuan maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh 

penulis. Untuk itu dengan kerendahan hati, untuk pemberian kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini.  

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung 

sekaligus membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik akan mendapatkan 

balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak baik dari segi penulis, pembaca maupun pengguna.  
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LAMPIRAN 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN 

1. Bagaimana sejarah berdirinya/terbentuknya LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah? 

2. Apa visi dan misi terbentuknya LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah? 

3. Apa tujuan berdiri/terbentuknya LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah? 

4. Adakah struktur organisasi di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah? 

5. Dari mana saja dana zakat diperoleh? 

6. Apa saja program-program yang ada di LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah? 

7. Apakah ada laporan pendayagunaan dana zakat? Apakah muzakki mengikuti setiap 

program kegiatan? 

8. Apa saja kebijakan yang ditetapkan oleh LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah? 

untuk: 

- Muzakki 

- Mustahiq 

- Amil zakat 

- Pengelolaan zakat 

- Penyaluran zakat, apakah ada batas minimal dalam penyaluran zakat, baru 

disalurkan? 

9. Adakah data muzakki/mustahiq setiap bulan? Apakah ada donatur/muzakki terikat? 

10. Adakah laporan bulanan terkait dana yang masuk dan dana yang keluar? 

11. Apakah laporan keuangan LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah diterbitkan secara 

periodik? 

12. Terkait transparansi, laporan pendayagunaan dan laporan pengelolaan dana dipublish 

melalui apa? Apakah ada muzakki yang meminta laporan tersebut? 

13. Apakah laporan keuangan dan pemaparan program mudah diakses oleh publik secara 

bebas? 

14. Bagaimana prosedur pencatatan laporan tersebut? Apakah ada penjurnalan? 

Menggunakan software/aplikasi apa? Ataukah secara manual? 

15. Melalui media apa sajakah laporan tersebut di publish? 

16. Apakah ketika terjadi bencana alam, badan amil zakat kota blitar aktif membantu 

melalui pengumpulan dana dari donatur baz? 
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17. Apakah para karyaawan memahami tata cara pehitungan zakat? 

18. Apakah dalam bekerja para karyawan senantiasa bersifat ramah dan berakhlak sholeh? 

19. Bagaimana pelayanan LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah terhadap donatur/ 

muzakki? 

20. Apakah LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah sudah menerapkan prinsiptransparansi 

dan akuntabilittas pengelolaan zakat? 
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Surat Penerimaan Izin Penelitian 

  



85  

 

Laporan Keuangan LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Tengah 

Pada Tahun 2020-2021 
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Sumber :data keuangan LAZNAS BMH Jawa Tengah 
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